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KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pendidikan Karakter
1. Hakekat Pendidikan Karakter

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat
pancasila dan pembukaan UUD 1945 dilatar belakangi oleh realita
permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi
dan belum dihayatinya nilai- nilai pancasila; bergesernya nilai etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap
nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintregasi bangsa; dan melemahnya
kemandirian bangsa.Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan
karakter sebagaimana diamanatkan pancasila dan pembukaan UUD 1945
serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka pemerintah
menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas
pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-
2025, dimana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk
mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “Mewujudkan masyarakat
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan
falsafah pancasila.”

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter
sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang

dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional,
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yaitu: ‘“Pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan dan
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, krestif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab”.

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang
kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan
karakter bangsa sebagai prioritas progam Kementrian Pendidikan Nasional
2010-2014 yang dituangkan dalam Rencana aksi Nasional Pendidikan
Karakter; pendidikan karakter disebut sebagai pendidikan nilai, pendidikan
budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan
mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan
keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan
mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh

hati. *

2. Pengertian Pendidikan Karakter
Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang pengertian pendidikan
karakter peneliti akan terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian

pendidikan dan karakter, sebab pendidikan karakter merupakan kalimat

! Kementrian Pendidikan Nasional, Paduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta:
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, 2011), h. 5-6.
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yang terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan karakter, berikut pengertian
dari pendidikan dan karakter.
a. Pendidikan
Kata “pendidikan” dalam bahasa Yunani dikenal dengan nama
paedagogos yang berarti penuntun anak. Dalam bahasa Romawi
dikenal dengan educare artinya membawa keluar. Bahasa Belanda
menyebut istilah pendidikan dengan nama opvoeden yang berarti
membesarkan atau mendewasakan. Dalam bahasa Inggris disebut
dengan istilah educate/education yang berarti to give and intellectual
training artinya menanamkan moral dan melatih intelektual.?
Sementara dalam pandangan Islam, pendidikan dalam bahasa
arab bisa disebut dengan istilah tarbiyah yang berasal dari kata kerja
rabba, sedangkan pengajaran dalam bahasa arab disebut dengan ta'lim
yang berasal dari kata kerja ‘al/lama. Pendidikan Islam sama dengan
Tarbiyah Islamiyah. Kata rabba beserta cabangnya banyak dijumpai
dalam al-Quran, misalnya dalam Q.S. al-Isra’ [17]: 24 dan Q.S. asy-
Syu’ara’ [26]: 18, sedangkan kata ‘allama antara lain terdapat dalam
Q.S. al-Bagarah [2]: 31 dan Q.S. an-Naml [27]: 16. Tarbiyah sering

juga disebut ta’dib seperti sabda Nabi SAW.: addabani rabbi fa

2 Noeng Muhadjir, /lmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Suatu Teori Pendidikan,
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), h. 15. Lihat juga Syamsul Kurniawan, dan Erwin Mahrus, Jejak
Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), h. 273.
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absana  ta’dibi  (Tuhanku telah  mendidikku, maka aku
menyempurnakan pendidikannya).®

Berdasarkan dari istilah-istilah dalam berbagai bahasa tersebut
kemudian dapat disederhanakan bahwa pendidikan itu merupakan
kegiatan yang di dalamnya terdapat: 1. Proses pemberian pelayanan
untuk menuntun perkembangan peserta didik, 2. Proses untuk
mengeluarkan atau menumbuhkan potensi yang terpendam dalam diri
peserta didik; 3. Proses memberikan sesuatu kepada peserta didik
sehingga tumbuh menjadi besar, baik fisik maupun non-fisiknya; 4.
Proses penanaman moral atau proses pembentukan sikap, perilaku, dan
melatih kecerdasan intelektual peserta didik.*

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara seperti yang dikutip oleh
Abu Ahmadi dan Nur Ukhbiyati mendefinisikan pendidikan sebagai

“Tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar

mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang

dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-
tingginya .

Sedangkan menurut Yahya Khan pendidikan merupakan

“Sebuah proses yang menumbuhkan, mengembangkan,
mendewasakan, menata, dan mengarahkan. Pendidikan juga
berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada
dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan
bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya.®

¥ Moh. Roqib, llmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LkiSYogyakarta, 2009), h. 14. Lihat
juga Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, I/mu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 69.
Moh.Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Ar-Ruzz
Media, 2012), h. 28.

* Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.
16.

® Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 4.

® Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, (Yogyakarta: Pelangi
Publishing, 2010), h. 1.
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakuan oleh
pendidik kepada perserta didik untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
dengan cara pembelajaran, bimbingan, pelatihan dan semua itu
berlangsung seumur hidup.

Dari pengertian di atas, jelas sekali bahwa pendidikan tidak
hanya bertitikberat pada kecerdasan intelektual saja melainkan juga
pembentukan karakter anak. Pendidikan tidak hanya sekedar proses
belajar guna mengejar kecerdasan tetapi juga harus mengembangkan
potensi lain yang dimiliki peserta didik dan mendapat perhatian dari
pendidik agar dapat berkembang secara optimal.

b. Karakter

Kata karakter sesungguhnya berasal dari bahasa Latin:
“kharakter”, “kharassein”, ‘“kharax” yang berarti membuat tajam,
membuat dalam.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter

merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlag atau budi pekerti yang

" Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (PT. Remaja
Rosdakarya, 2012), h. 11. Lihat Juga Abdullah Munir, Pendidikan Karakter Membangun Karakter
Anak Sejak dari Rumah, (Yogyakarta: Pusataka Insan Madani, 2010), h. 2. Syamsul Kurniawan,
Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implememntasi Secara Terpadu Di Lingkungan Keluarga,
Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), cet. 1, h. 28.
Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 392.
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membedakan seseorang dengan yang lain.® Jadi karakter merupakan
sifat utama (pola) baik pikiran, sikap, perilaku maupun tindakan yang
melekat kuat dan menyatu dalam diri seseorang.

Hendro Darmawan mengartikan karakter sebagai watak, tabiat,
pembawaan, dan kebiasaan. ® Pengertian yang tidak berbeda juga
dikemukakan Dharna Kesuma yang mengatakan bahwa arti kata
karakter adalah budi pekerti, akhlak, moral, afeksi, susila, tabiat, dan
watak. ° Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian,
berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Ungkapan serupa juga
diungkapkan oleh Udik Budi Wibowo yang mengatakan bahwa
manusia yang berkarakter adalah individu yang menggunakan seluruh
potensi diri, mencakup pikiran, nurani, dan tindakan seoptimal mungkin
untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan makna seperti ini
berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian
merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas diri seseorang yang
bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan,

misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir. **

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa Depdiknas, 2008), h. 682. Lihat juga Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model
Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 42.

% Hendro Darmawan, dkk., Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Yogyakarta: Bintang
Cemerlang, 2010), h. 277

% Dharma Kesuma, dkk., Pendidikan Karakter, Kajian Teori dan Praktik di Sekolah,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 24.

1 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, (Yogyakarta : Ar-
Ruzz Media, 2011), h. 162. Doni A. Koesoemo, Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman
Global, (Jakarta: Grasindo, 2007), 80. Udik Budi Wibowo. 2010. Pendidikan dari Dalam: Strategi
Alternatif Pengembangan Karakter . Jurnal Dinamika Pendidikan No. 1/Th.XVI/Mei 2010, h. 4.
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Dalam kamus psikologi, dinyatakan bahwa karakter adalah
kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya
kejujuran seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat
yang relatif tetap. 2

Dalam buku Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun
Anggaran 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional disebutkan bahwa **  perilaku
seseorang Yyang berkarakter pada hakekatnya adalah merupakan
perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi
individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dan
fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga,
satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.
Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan
sosial-kultural tersebut dapat dikelompokan dalam : (1) olah hati
(spiritual and emotional development), (2) olah pikir (intellectual
development), (3) olah raga dan Kinestetik (physical and kinestetic
development), dan (4) olah rasa dan karsa (affective and creativity
development). Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan
keyakinan atau keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung
jawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan

menggunakan pengetahuan secara Kkritis, kreatif, dan inovatif

12 jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah,
(Yogyakarta DIVA Press, 2011), h. 27.
® Kementrian Pendidikan Nasional, Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun
Anggaran 2010, (Jakarta: Direktorat Ketenagaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
2010), h. 8-9.
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menghasilkan pribadi cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses
persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru
disertai sportivitas menghasilkan karakter tangguh. Olah rasa dan karsa
berkenaan dengan kemauan yang tercermin dalam kepedulian. Dengan
demikian, terdapat enam karakter utama dari seorang individu, yakni
jujur dan bertanggung jawab, cerdas, kreatif, tangguh, dan peduli.**
Sementara dalam konteks ajaran Islam, karakter adalah akhlak,
yang berasal dari kata khulug, yaitu tabi’at atau kebiasaan melakukan
hal-hal yang baik, atau sebagaimana digambarkan oleh Imam al-Gazali
bahwa akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati yang
baik'®>. Hal senada dikemukakan oleh Husni Rahim bahwa akhlak
adalah perilaku sehari-hari yang dicerminkan dalam ucapan, sikap dan
perbuatan. Bentuk konkret-nya misalnya, hormat dan santun kepada
orangtua, guru, dan sesama manusia; suka bekerja keras, peduli dan
mau membantu orang lemah atau yang mendapat kesulitan; suka belajar,
tidak suka membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bergung;
menjauhi dan tidak mau melakukan kerusakan (vandalime), merugikan
orang lain, mencuri, menipu atau berbohong; terpercaya, jujur, pemaaf

dan sebagainya.'®

Y Dasim Budimansyah, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran.
Makalah disajikan dalam Seminar Nasional HIMNAS PKn, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
UNJ, Jakarta, 22 November 2010, h.2.

> Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter; Solusi Yang Tepat Untuk Membangun
Bangsa, (Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2004), h. 23.

'8 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
2001), h.39.



30

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak atau
budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi
pendorong atau penggerak, serta yang membedakan dengan individu
lain. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah
berhasil menyerap nialai-nilai dan keyakinan yang dikehendaki oleh
masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.
Pendidikan Karakter

Setelah mengetahui tentang pengertian dari “pendidikan” dan
“karakter”, maka peneliti akan menguraikan tentang pengertian
pendidikan karakter. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari konsep
karakter dan pendidikan maka muncul yang namanya pendidikan
karakter (Character Education). Terminology pendidikan karakter
mulai dikenalkan sejak tahun 1990-an. Thomas Lickona dianggap
sebagai pengusungnya, terutama ketika bukunya yang berjudul The
Return of Character Education kemudian disusul bukunya Educating
for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility
(1991). Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan
pentingya pendidikan karakter. Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah
pendidikan karakter mulai diperkenalkan sekitar tahun 2005-an. Hal itu
secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembanguna Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana pendidikan karakter

ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan
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nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila”. ol
Pada dasarnya, Pendidikan karakter diartikan sebagai usaha
sengaja untuk mewujudkan kebajikan®® , yaitu kualitas kemanusiaan
yang baik secara obyektif, bukan hanya baik untuk individu
perseorangan tapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan.
Raharjo memaknai pendidikan karakter sebagai:
“Suatu proses pendidikan secara holistic yang menghubungkan
dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta
didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang
berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip
suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian
pendidikan karakter, diantaranya:
1) Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan karakter
dimaknai sebagai:
“Pendidikan yang mengembangkan karakter bangsa pada diri
peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai
karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius,
nasionalis, produktif dan kreatif. *°

2) Menurut Koesoema pendidikan karakter merupakan:®

1" Syarbin Amirulloh, Buku Pintar Pendidikan Karakter, (Jakarta: As-Prima Pustaka,
2012), h. 16.

8 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga
Pendidikan,(Jakarta: Kencana, 2011), h. 15.

® Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat
Kurikulum. Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai
Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa; Pengembangan Pendidikan dan
Karakter Bangsa, (Jakarta: Kemendiknas, 2010), h. 4.

% Doni Koesoemo A, Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global, h. 250.
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“Nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau
hidup dan bekerja sama secara damai. Nilai-nilai seperti
kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, tanggung jawab
pribadi, perasaan senasib, sependeritaan, pemecahan konflik secara
damai, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam
pendidikan karakter”.

3) Menurut Dharma Kesuma, Pendidikan karakter adalah:*

“Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil
keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang
positif kepada lingkungannya”.

4) Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah: %
“Pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui
pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata
seseorang, yaitu: tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab,
menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya”.

5) Menurut Fakry Gaffar, pendidikan karakter adalah:*®
“Sebuah proses transformasi nilai-nilai  kehidupan untuk
ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga
menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu”.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana yang bertujuan
untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral, akhlak, budi pekerti yang
terwujud dalam implementasi sikap dan perilaku yang baik sehingga

menumbuhkan kemampuan untuk memberikan keputusan baik dan buruk

serta mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.

! Dharma Kesuma, dkk., Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktik di Sekolah,, h.
5. Lihat juga Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter; Solusi Yang Tepat Untuk Membangun
Bangsa, h. 95.

%2 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta,
2012), h. 23.

2 Dharma Kasuma, Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktek di Sekolah, h. 5.
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Jika dikaitkan dengan sekolah maka, Pendidikan karakter adalah
suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang
meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan
untuk nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter pada hakekatnya ingin
membentuk individu menjadi seorang pribadi bermoral yang dapat
menghayati kebebasan dan tanggung jawabnya, dalam relasinya dengan
orang lain dan dunianya dalam komunitas pendidikan. Dengan demikian
pendidikan karakter senantiasa mengarahkan diri pada pembentukan
individu bermoral, cakap mengambil keputusan yang tampil dalam
perilakunya, sekaligus mampu berperan aktif dalam membangun
kehidupan bersama.?

Pendidikan karakter ini harus dipahami sebagai upaya penanaman
kecerdasan dalam pikiran, penghayatan dalam bentuk sikap dan
pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai luhur yang
menjadi jati dirinya, diwujudkan daam interaksi terhadap Tuhannya, diri

25 tersebut

sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai luhur
antara lain kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial,
kecerdasan berfikir termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berfikir

logis. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak bisa hanya

* Fihris, Pendidikan Karakter di Madrasah Salafiyah, (Semarang: PUSLIT IAIN
Walisongo, 2010), h. 24-28.

% Nilai-nilai luhur di sini dapat diambil atau disarikan dari teori-teori pendidikan,
psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, Pancasila dan UUD 1945, dan UU No 20 Tahun
2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dalam praktik nyata dalam
kehdupan sehari-hari. Lihat Oos M. Anwar, Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan
Tantangan, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balitbang Kementrian Pendidikan
Nasional, Vol.16 Edisi Khusus IIT Oktober 2010), h. 258.
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mentransfer pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu.
penenaman karakter perlu proses, contoh keteladanan, dan pembiasaan
atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik, baik lingkungan
sekolah, kelarga maupun masyarakat termasuk lingkungan exposure

media massa.

3. Landasan Pendidikan Karakter
a. Dasar Filosofi
Dasar filosofi akan adanya pendidikan karakter adalah
Pancasila. Sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh Soedarsono,
yakni pancasila harus menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa,
kepribadian bangsa, jiwa bangsa, tujuan yang akan dicapai, perjanjian
luhur bangsa, asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta jati diri bangsa. °
Karakter yang berlandaskan falsafah pancasila maknanya
adalah setiap aspek karakter harus dijiwai oleh kelima sila pancasila
secara utuh dan komprehensif.
1) Bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa
Bentuk kesadaran dan perilaku iman dan taqwa serta akhlak

mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia.

% Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 21.
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2) Bangsa yang menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Karakter kemanusiaan tercermin dalam pengakuan atas
kesamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mengasihi, tenggang
rasa, peduli, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar
melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan.
3) Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa
Karakter kebangsaan seseorang tercermin dalam sikap
menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan
bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air
Indonesia serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia, cinta tanah air
dan negara indonesia yang ber-Bhineka Tunggal lka
4) Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung tinggi hukum dan hak
asasi manusia
Karakter bangsa yang demokratis tercermin dari sikap dan
perilakunya yang senantiasa dilandasi nilai dan semangat
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, menghargai pendapat oranglain.
5) Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan
Karakter berkeadilan sosial tercermin dalam perbuatan yang
menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan, menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban.
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b. Dasar Hukum
Dasar hukum pendidikan karakter adalah sebagai berikut :
1) Undang -Undang Dasar 1945
2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
4) Permendiknas No 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
5) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
6) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan
7) Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014
8) Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014 %’
c. Dasar Agama
Implementasi pendidikan karakter dalam Islam, tersimpul dalam
karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul, tersemai nilai-
nilai akhlak yang mulia dan agung. Al-qur’an dalam surat Al-Ahzab/33
ayat 21 mengatakan: 2
535 U dh 2 0 bl s Sl g 9 (KT 08
VS Al

*" Jamal Ma’mur Asmani, Buku Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, h. 41-42.
%8 Kementrian Agama RI, 41-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.
827.
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“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah
dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS.
Al-Ahzab/33: 21).

Karakter atau akhlak tidak diragukan lagi memiliki peran besar
dalam kehidupan manusia. Menghadapi fenomena krisis moral, tuduhan
seringkali diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai penyebabnya.
Hal ini dikarenakan pendidikan berada pada barisan terdepan dalam
menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan secara moral
memang harus berbuat demikian®® Pembinaan karakter dimulai dari
individu, karena pada hakikatnya karakter itu memang individual,
meskipun ia dapat berlaku dalam konteks yang tidak individual.
Karenanya pembinaan karakter dimulai dari gerakan individual, yang
kemudian diproyeksikan menyebar ke individu-idividu lainnya, lalu
setelah jumlah individu yang tercerahkan secara karakter atau akhlak
menjadi banyak, maka dengan sendirinya akan mewarnai masyarakat.
Pembinaan karakter selanjutnya dilakukan dalam lingkungan keluarga
dan harus dilakukan sedini mungkin sehingga mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui pembinaan karakter
pada setiap individu dan keluarga akan tercipta peradaban masyarakat
yang tentram dan sejahtera.

Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan

penting dan dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu

» Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di
Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 219.
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kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-
qur’an surat An-Nahl/16 ayat 90 sebagai berikut:*°

A st b iy S @3 sy oLy Ju G

0353 (ol (S g’JU

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. >

Pendidikan karakter dalam Islam diperuntukkan bagi manusia
yang merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki, bukan
kebahagiaan semu. Karakter Islam adalah karakter yang benar-benar
memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai
dengan fitrahnya. ** Karena sebaik-baik manusia adalah yang baik
karakter atau akhlaknya dan manusia yang sempurna adalah yang
memiliki akhlak al-karimah, karena ia merupakan cerminan iman yang

sempurna.

4. Tujuan dan Fungsi pendidikan karakter
a. Tujuan Pendidikan karakter
Tujuan yang paling mendasar dari pendidikan adalah untuk
membuat seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah Islam,

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam

%0 Amru Khalid. Tampil Menawan Dengan Akhlak Mulia. (Jakarta: Cakrawala Publishing,
2008) , h. 37.

3! Kementrian Agama R, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 519.

%2 Abdul Majid dan Dian Andayani Pedidikan Karakter Dalam Perspektif Islam, h. 60.
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mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter
yang baik (good character).

Tokoh pendidikan barat yang mendunia seperti Socrates,
Klipatrick, Lickona, Brooks dan Goble seakan menggemakan kembali
gaung yang disuarakan nabi Muhammad SAW, bahwa moral, akhlak
atau karakter adalah tujuan yang tak terhindarkan dari dunia
pendidikan.

Begitu juga dengan Marthin Luther King menyetujui pemikiran
nabi Muhammad SAW tersebut dengan menyatakan “Intelligence plus

character, that is the true aim of education”®

Kecerdasan plus
karakter, itulah tujuan yang benar dari pendidikan. Sejalan dengan hal
itu, pendidikan karakter mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Mengembangkan potensi dasar peserta didik agar ia tumbuh
menjadi sosok yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku
baik

2) Memperkuat dan membangun perilaku masyarakat yang
multikultur.

3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan
dunia. **

Selain itu, berkaitan dengan pentingnya diselenggarakan

pendidikan karakter disemua pendidikan formal, presiden Republik

* Ibid, h. 29.

% Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, h. 30. Lihat juga Sri
Judiani, Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Melalui Pengatan Pelaksaan
Kurikulum, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 16 Edisi khusus III, Oktober 2010.,
Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, h. 40.
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Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan sedikitnya ada
lima hal dasar yang menjadi tujuan dari perlunya menyelenggarakan
pendidikan karakter sebagai berikut :
1) Membentuk manusia Indonesia yang bermoral.
2) Membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan rasional.
3) Membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan bekerja keras.
4) Membentuk manusia Indonesia yang optimis dan percaya diri.
5) Membentuk manusia Indonesia yang berjiwa patriot *°

Sedangkan dalam Islam tujuan pendidikan karakter adalah
untuk menjadikan manusia yang berakhlak mulia. Dalam hal ini yang
menjadi tolok ukur adalah akhlak Nabi Muhammad SAW dan yang
menjadi dasar pembentukan karakter adalah al-Quran. Tetapi kita
harus menyadari tidak ada manusia yang menyamai akhlaknya dengan
Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana seperti dalam hadis riwayat Muttafaq ‘alaih,

berikut:

(ke 3izny Gl o1 Gl oy e Al Jo L3 0 U6 T 18

“Anas ra. Berkata, “Rasulullah Saw. adalah orang yang paling
baik budi pekertinya”. (Muttafaq ‘alaih).

Dari hadis tersebut bahwa, sangat jelas akhlak Rasulullah

adalah bukti bahwa akhlak beliau sangat sempurna. Dalam hadis ini

% Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah,
(Jogjakarta: Laksana, 2011), h. 97-104. Lihat juga Sri Narwanti, Pendidikan Karakter:
Pengintegrasian 18 Nilai Pembentuk Karakter dalam Mata Pelajaran, (Yogyakarta: Familia Grup
Relasi Inti Media, 2003), h. 16.
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juga memperkuat pendapat Bambang Q-Anees bahwa Nabi
Muhammad Saw. adalah al-Quran berjalan, karena dalam diri
Rasulullah terdapat al-Quran tersebut dan beliau tidak pernah
sekalipun melakukan perbuatan yang menyimpang dan melenceng
dari akhlak mulia. *

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam adalah
pertama, supaya seseorang terbiasa melakukan perbuatan baik. Kedua,
supaya interaksi manusia dengan Allah SWT dan sesama makhluk
lainnya senantiasa terpelihara dengan baik dan harmonis. Esensinya
sudah tentu untuk memperoleh yang baik, seseorang harus
membandingkannya dengan yang buruk atau membedakan keduanya.
Kemudian setelah itu, dapat mengambil kesimpulan dan memilih yang
baik tersebut dengan meninggalkan yang buruk. Dengan karakter yang
baik maka kita akan disegani orang. Sebaliknya, seseorang dianggap
tidak ada, meskipun masih hidup, kalau akhlak atau karakternya
rusak.’’

Adapun tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah
adalah sebagai berikut :

1) Menguatkan dan mengembangkan niali-nilai kehidupan yang

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi

% Q-Anees Bambang dan Hambali Adang, Pendidikan Karakter Berbasis al-Quran,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), h. 6.
¥ Saifuddin Aman, 8 Pesan Lukman Al-Hakim. (Jakarta: Almawardi Prima, 2008), h. 25.
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kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana
nilai-nilai yang dikembangkan.

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan
nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan
masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan
karakter secara bersama. *

Meskipun dalam pelaksanaannya, tujuan dari pendidikan
karakter itu sendiri dapat dicapai apabila pendidikan karakter
dilakukan secara benar dan menggunakan media yang tepat.
Pendidikan karakter dilakukan setidaknya melalui berbagai media,
yang di antarnya mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat
sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha dan media massa.

Hal ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya
pendidikan karakter bukan semata-mata tugas sekolah, melainkan

tugas dari semua institusi yang ada.

b. Fungsi Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter berfungsi sebagai:
1) Wahana pengembangan, yakni: pengembangan potensi peserta
didik untuk menjadi berperilaku yang baik bagi peserta didik yang

telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter

% Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktek di Sekolah, h. 9.
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2) Wahana perbaikan, yakni: memperkuat kiprah pendidikan nasional
untuk lebih bertanggungjawab dalam pengembangan potensi
peserta didik yang lebih bermartabat, dan

3) Wahana penyaring, yakni: untuk menyaring budaya-budaya
bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai karakter dan mengambil yang positif untuk menjadi
karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa

yang bermartabat. *°

5. Manfaat Pendidikan Karakter
Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani menyebutkan beberapa
manfaat pendidikan karakter adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan amal ibadah yang lebih baik dan khusyuk serta lebih
ikhlas;
b. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam
kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat;
c. Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar
lebih mandiri dan berprestasi;
d. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi
positif, dan membangun ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama

manusia dan sesama muslim;

% Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat

Kurikulum. Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai
Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa Pengembangan Pendidikan dan
Karakter Bangsa, h. 7. Lihat juga Suyanto, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah
Pertama, (Jakarta: DIKTI, 2010), h. 45. Pupuh Fathurrohman, dkk. Pengembangan Pendidikan
Karakter, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 97.
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Meningkatkan penghambaan jiwa kepada Allah yang menciptakan
manusia, alam jagat raya beserta isinya;

Meningkatkan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah
atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya tanpa batas dan tanpa
pilih bulu;

Meningkatkan strategi beramal saleh yang dibangun oleh ilmu yang
rasional, yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan
orang yang taklid karena kebodohannya.*

Senada dengan penjabaran di atas, manfaat lain yang diperoleh dari

pendidikan karakter baik langsung maupun tidak langsung menurut Pupuh

Fathurrohman, dkk antara lain adalah:**

a.

b.

Peserta didik mampu mengatasi masalah pribadinya sendiri;
Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang
lain;

Dapat memotivasi peserta didik dalam meningkatkan prestasi
akademiknya;

Meningkatkan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan
menyenangkan serta kondusif untuk proses belajar mengajar yang
efektif.

Demikian begitu besar manfaat dari pendidikan karakter yang

secara keseluruhan dapat diambil benang merah yaitu untuk mengantarkan

* Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Sacbani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam.
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 92-93..
* pupuh Fathurrohman, dkk. Pengembangan Pendidikan Karakter, h. 118.
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manusia menjadi insan kamil. Untuk mewujudkan insan kamil, nilai-nilai
yang dianut bersama dan menjadi komitmen yang kuat bersumber dari
agama, norma sosial, peraturan atau hukum yang dipadukan dengan nilai
budaya lokal. Kemudian secara total mengikat kehidupan batiniah sosial

yang terungkap secara integral dalam proses pendidikan karakter.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter
Di Indonesia, pendidikan karakter bangsa sebenarnya telah
berlangsung lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ki Hajar Dewantara
sebagai Pahlawan Pendidikan Nasional memiliki pandangan tentang
pendidikan karakter sebagai asas Taman Siswa 1922, dengan tujuh prinsip
sebagai berikut :
a. Hak seseorang untuk mengatur diri sendiri dengan tujuan terbitnya
persatuan dalam kehidupan umum.
b. Pengajaran berarti mendidik anak agar merdeka batinnya, pikirannya,
dan tenaganya.
c. Pendidikan harus selaras dengan kehidupan.
d. Kultur sendiri yang selaras dengan kodrat harus dapat memberi
kedalaman hidup.

e. Harus bekerja menurut kekuatan sendiri.

—h

Perlu hidup dengan berdiri sendiri.
g. Dengan tidak terikat, lahir batin dipersiapkan untuk memberikan

pelayanan kepada peserta didik*?

*2 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 6.
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Dalam praktiknya, Lickona dkk (2007) menemukan sebelas prinsip
agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif. Kesebelas prinsip tersebut
sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan karakter mempromosikan nilai etika yang
baik (akhlaqul karimah) sebagai modal karakter dasar yang akan
ditanamkan. Pendidikan karakter memegang filosofi ada banyak nilai etika
dasar seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggungjawab dan
penghargaan terhadap diri dan lain — lain yang perlu segera diajarkan
untuk membentuk karakter anak yang baik.

Kedua, Karakter harus didefinisikan secara komperhensif yang
mencakup penalaran, perasaan dan perilaku. Program pendidikan yang
efektif mencakup aspek kongnitif, emosional dan psikomotorik yang
bertujuan untuk menumbuhkan pengertian, kepedulian dan tindakan yang
berdasarkan nilai akhlaqul karimah . Oleh karena itu tugas pendidikan
karakter adalah membantu para siswa agar belajar makna kebajikan,
merasakan kebajikan dan bertindak berdasarkan kebajikan tersebut

Ketiga, Pendidikan karakter yang efektif memerlukan proaktif dan
komperhensif yang mempromosikan nilai — nilai inti dalam semua fase
pendidikan sekolah. Program pendidikan karakter di sekolah harus di
desain dan direncanakan untuk mempengaruhi karakter siswa dengan
langkah — langkah yang operasional, yang komperhensif yang melibatkan
seluruh aspek pihak sekolah seperti kedisiplinan guru dan pegawai,

kebijakan sekolah, kurukulum dan sebagainya.
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Keempat, Sekolah harus menjadi komunitas yang peduli pada
tumbuhnya kebajikan. Dalam mengembangkan pendidikan karakter,
penciptaan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kesadaran dari
semua warga sekolah sehingga terjalin hubungan yang harmonis diantara
komunitas sekolah yang disemangati oleh rasa kepedulian yang tinggi.

Kelima, untuk mengembangkan karakter siswa membutuhkan
kesempatan untuk tindakan moral. Sistem belajar paling baik adalah
memberikan banyak kesempatan pada peserta didik menerapkan nilai —
nilai kebajikan dalam berinteraksi sehari — hari. Dengan bergulat dengan
kehidupan nyata, mereka mengetahui bagaimana membagi pekerjaan
dalam sebuah kelompok pembelajaran secara kooperatif, bagaimana
mencapai konsensus dalam suatu pertemuan kelas, bagaimana melakukan
sebuah kegiatan proyek, bagaimana mengurangi perkelahian di arena
bermain, bagaimana mengembangkan pemahan praktis tentang keadilan,
kerjasama, dan rasa hormat. Pemberian kesempatan yang berulang — ulang
untuk melakukan tindakan moral sehingga akan membentuk kebiasaan
yang menjadi karakter

Keenam, pendidikan karakter yang efektif memberikan
kebermaknaan dan menantang kurikulum akademis yang menghormati
semua pelajar dan membantu semuanya berhasil. Pendidikan karakter dan
pembelajaran akademis tidak boleh dianggap sebagai bidang yang terpisah,
melainkan harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa terpisah

yang saling kuat dan mendukung. Dalam suasana kelas yang terjalin
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hubungan yang penuh perhatian, dimana siswa merasa senang dan
dihormati oleh semua guru dan sesama teman, siswa lebih cenderung
bekerja keras untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketujuh, Pendidikan karakter harus berusaha mengembangkan
motivasi intrinsik siswa. Model pengembanga karakter yang baik adalah
mengembangkan komitmen intrinsik siswa untuk melakukan perilaku
yang bermoral berdasarkan nilai — nilai keagamaan . Mereka hatrus
berusaha mengurangi ketergantungan yang bersifat ekstrinsik seperti
motivasi untuk mendapat imbalan dan takut mendapat hukuman. Hal ini
dapat dilakukan dalam membantu siswa dalam menghadapi tantangan dan
memahami materi pelajaran, keinginan untuk bekerjasama dengan siswa
lain di sekolah atau komunitas mereka.

Kedelapan, semua staf harus menjadi komunitas moral, dimana
semua memiliki tanggungjawab untuk pengembangan pendidikan karakter.
Ada tiga yang perlu diperhatikan yaitu ; (1) semua staf sekolah harus
terlibat aktif dalam mempelajari, berdiskusi dan mengambil berbagai
upaya untuk pengembangan pendidikan karakter. (2) Nilai — nilai
keislaman (keagamaan) yang mengatur kehidupan siswa juga kehidupan
semua warga sekolah, (3) sekolah memberi waktu kepada staf untuk
merefleksi masalah — masalah moral melalui rapat staf dan kelompok —
kelompok pendukung yang lebih kecil.

Kesembilan, Pendidikan karakter memerlukan kepemimpinan

sekolah dan siswa yang bermoral. Untuk penanaman pendidikan karakter
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dibutuhkan pemimpin yang mempunyai moral yang baik dan
bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.
Demikian juga siswa juga bisa dilibatkan dalam peran kepemimpinan di
antara mereka dalam pelaksanaan program.

Kesepuluh, Sekolah harus melibatkan orangtua dan masyarakat
sebagai mitra dalam upaya untuk membentuk karakter anak. Orangtua
adalah yang pertama dan paling penting dalam pendidikan karakter anak —
anak mereka. Olehh karena itu, pihak sekolah harus berusaha membangun
komunikasi dengan orang tua untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan
yang berhubungan dengan pembentukan karakter dan bagaimana oragtua
dapat mendukung dalam program tersebut.

Kesebelas, Evaluasi pendidikan karakter harus menilai karakter
sekolah, fungsi semua komponen sekolah sebagai pendidikan karakter, dan
sejauhmana siswa memanifestasikan karakter yang baik. Pendidikan
karakter yang efektif harus melaksanakan evaluasi untuk menilai
kemajuan dalam tiga hal yaitu ; (1) karakter sekolah, sampai sejauh mana
sekolah menjadi komunitas  yang lebih peduli dalam
mengimplementasikan pendidikan karakter, (2) semua komponen sekolah,
sampai sejauh mana peran mereka dalam mendorong dan memotifasi serta

menjadi teladan dalam pembentukan karakter, (3) karakter siswa, sampai
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sejaun mana pemahaman, komitmen, dan tindakan atas nilai — nilai
kebaikan.*?

Berdasarkan pada pandangan di atas, maka pengembangan
pendidikan karakter di sekolah hendaklah berpedoman pada prinsip —
prinsip pendidikan karakter agar pelaksanaannya berjalan secara efektif

dan efisien.

7. Pilar-pilar Pendidikan Karakter

Dalam beberapa literatur tentang pendidikan karakter, disebutkan
bahwa pendidikan karakter harus berdiri di atas 3 pilar: pertama, Moral
Knowing (Pengetahuan moral), di dalamnya terdapat enam unsur, yaitu:
(1) Kesadaran moral (Moral Awarenes) ; (2) Pengetahuan tentang nilai-
nilai moral (Knowing moral values); (3) Penentuan sudat pandang
(perspective taking); (4) logika moral (moral reasoning); (5) keberanian
menentukan sikap (Decision Making) dan (6) Pengenalan diri (Self
Knowledge).*

Keenam ranah menunjukkan bahwa pilar pertama dalam
membentuk karakter adalah pengetahuan. Dalam pengertian lain
disebutkan ranah kognitif. Aspek moral knowing menunjukkan pada
makna bahwa penggunaan akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. Akal

merupakan anugrah yang sangat besar dalam pandangan Islam dan

3 Jamal Ma’mur Asmani, Buku Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, h. 56- 57.
Lihat juga Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.129. Pupuh Fathurrohman, dkk. Pengembangan Pendidikan
Karakter, h. 145-146.

* Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 30.
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merupakan alat yang diberikan Allah dalam menerima kebenaran dan
pelajaran dari penciptaan Allah SWT. Dalam AlQur’an:
A By 3% a0 (x Al 5 sl T L 16 W 9 1y 8
PN
Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah
bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian
Allah menjadikannya sekali lagi, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu. (Al-Ankabut/29: 20). *°
Pembinaan pola pikir atau ranah kognitif merupakan penjabaran
dari sifat fathanah Rasulullah SAW yang tidak hanya bermakna cerdas tapi
juga memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak.
Orang yang memiliki sifat fathanah mampu menangkap gejala dan hakikat
dibalik peristiwa, mampu belajar dan menangkap peristiwa yang ada
disekitarnyan kemudian menyimpulkannya sebagai pengalaman berharga
dan pelajaran yang memperkaya khazanah. Toto Tasmara* mengartikan
sifat fathanah dengan beberapa karakter , yaitu; bijaksana (the man of
wisdom),bersungguh-sungguh (high in integraty), semangat terus belajar
(willingness to learn), sangat mencintai tuhannya (proactive stance), faith
ingood, creditable and reputable, being the best, empaty compassion,

emotional maturity, balance, sense of mission, sense of competition,

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

ey ot (& Jary W 05 U LSl ok e (ST

2))3&“«5 :'}g.lﬁ 52\;;3\3

** Kementrian Agama R1, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 780.
*® Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 32.
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Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan
tidak _ mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 4Pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Al-Nahl/16:78)

Namun menurt William Kilpatrick salah satu penyebab
ketidakmampuan seseorang berlaku baik meskipun ia telah mengetahui
kebaikan itu adalah tidak terlatih melakukan kebaikan tersebut, oleh sebab
itu ada pilar kedua, yaitu moral loving atau moral feeling.

Kedua, moral loving atau moral feeling, (cinta moral) dalam pilar
ini terdapat beberapa unsue: (1) percaya diri (self esteem); (2) kepekaan
terhadap derita orang lain (emphaty); (3) cinta kebenaran (Loving the
good); (4)pengendalian diri (Self control); (5) kerendahan hati (hummility)

Ketiga, Moral acting/doing, setelah dua aspek di atas, maka moral
acting sebagai outcome akan dengan mudah muncul dari anak. Karena
karakter adalah tabi’at yang langsung disetir dari otak, maka ketiga
tahapan ini perlu menjadi pilar pendidikan karakter, sehingga perilaku itu
betul-betul menjadi karakter bukan topeng. Dalam filsafat Islam paling
tidak ada 4 daya yang perlu dikembangkan dalam diri manusia; daya fisik,
daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Ini didasarkan pada hakikat
manusia diciptakan dari tanah dan ruh, setelah tanah diolah maka lahirlah
sosok manusia dari dalam bentuk fisik, kemudian Allah menghembuskan

ruh. Setelah ruh di tiupkan maka malaikat disuruh sujud kepada Adam.

*" Kementrian Agama R1, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516.
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8. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter

Tidak sulit untuk menemukan nilai-nilai karakter, karena nilai-nilai
karakter itu sendiri dapat kita temukan dalam adat dan budaya hampir
disetiap suku bangsa .Seperti dalam adat dan budaya suku Jawa, Sunda,
Sasak, Bugis, Minang, Asmat, Dayak, dan sebagainya. Nilai-nilai luhur itu
merupakan aspek utama yang diinternalisasikan kepada peserta didik
melalui pendidikan karakter. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa
nilai-nilai “adiluhung” yang terdapat dalam budaya Jawa seperti teposliro,
menghormati yang lebih tua, menghormati alam dan lingkungan hidup,
mencium tangan orang tua atau guru, dan sebagainya yang henndaknya
lebih diinternalisasikan kepada peserta didik.*®

Menurut Kemdiknas, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat
dan budaya suku bangsa kita telah dikaji dan dirangkum menjadi satu.
Berdasarkan kajian tersebut telah teridentifikasi butir-butir nilai luhur yang
diinternalisasikan terhadap generasi bangsa melalui pendidikan karakter.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan
karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini:*
a. Agama : Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh

karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari
pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan

kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas

8 Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta. Pustaka
Pelajar., 2013), h. 13-14.

* Kementrian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter
Bangsa, h. 8.
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dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan
karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang
berasal dari agama.

. Pancasila: Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas
prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut
Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan
dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Artinya,
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang
mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan,
budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan
mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik,
yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga
negara.

Budaya: Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup
bermasyarakat tanpa didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui
masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian
makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota
masyarakat. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan
masyarakat, mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam
pendidikan budaya dan karakter bangsa.

. Tujuan Pendidikan Nasional: Sebagai rumusan kualitas yang harus

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai
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satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan
nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki
warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional
adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan
pendidikan budaya dan karakter bangsa.*°
Dari keempat sumber nilai itu, kemudian teridentifikasi sejumlah
nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai Deskripsi

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,

tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang

berbeda dari dirinya.

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuhpada

berbagai ketentuan dan peraturan.

%0 Kementrian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter
Bangsa, h. 8-9.
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5. Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan
caraatau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung padaorang

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8.Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai samahak

dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa ingin

Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,

dilihat, dan didengar.

10. Semangat

kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta tanah

Air

Berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi
terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,

dan politik bangsa.

12.Menghargai

Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan




S7

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13.Bersahabat/ | Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
Komuniktif |bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan
Damai oranglain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai
Membaca |bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
lingkungan |kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuanpada
Social orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung |Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugasdan
Jawab kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri
sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya),
negara dan Tuhan Yang Maha Esa.™

' Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, h. 33-35. Lihat juga
Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan,74.
Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. Bahan
Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk
Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa Pengembangan Pendidikan dan Karakter Bangsa,
h. 9-10. Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif, (Jakarta:

Esensi, 2012), h. 5-9.
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9. Pentingnya pendidikan karakter

Mengutip pernyataan sejarawan ternama, Arnold Toynbee pernah
mengungkapkan

“Dari dua puluh satu peradaban dunia yang dapat dicatat, sembilan
belas hancur bukan karena penaklukan dari luar, melainkan karena
pembusukan moral dari dalam yaitu karena lemahnya karakter”.

Hal ini mengindikasikan bahwa karakter adalah sangat penting.
Karakter lebih tinggi nilainya daripada intelektualitas. Stabilitas kehidupan
salah satunya bergantung pada karakter, karena karakter membuat orang
mampu bertahan, memiliki stamina untuk tetap berjuang dan sanggup
mengatasi ketidakberuntungannya secara bermakna. Pernyataan Arnold
nampaknya telah lama disadari para founding father bangsa Indonesia,
jauh-jauh hari para genius pendiri bangsa Indonesia telah menyadari
betapa urgen pembangunan karakter. Hal ini terlihat dari lagu kebangsaan
Indonesia Raya, di dalam lirik lagu tersebut ditandaskan pentingnya
perintah untuk “bangunlah jiwanya” baru kemudian ‘“bangunlah
badannya”. Seruan ini mengisyaratkan pesan bahwa membangun jiwa
lebih diutamakan daripada membangun badan, membangun karakter mesti
lebih diperhatikan daripada sekadar membangun hal-hal fisik semata >
Yudi Latif menegaskan bahwa pentingnya membangun jiwa (karakter)
harus disertai pengetahuan dan pemahaman tentang moral atau karakter itu

sendiri. Hal ini dipahami bahwa pertautan pengetahuan moral (moral

judgement) dengan perilaku aktual (actual conduct) dalam situasi konkret

52 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter; Wawasan, Strategi, dan Langkah
Praktis.(Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2011), h. 16-17.
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(moral situations) adalah benar bahwa pengetahuan dan pemahaman moral
adalah prasyarat bagi munculnya tindakan moral. Dalam konteks
peradaban dunia,>® Ratna Megawangi mencontohkan Cina sebagai Negara
yang sukses menerapkan pendidikan karakter sejak 1980-an. Menurutnya
pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing
the good, loving the good, and acting the good (suatu proses pendidikan
yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik sehingga berakhlak
mulia). Dengan pendidikan karakter diharapkan mampu mewujudkan
kecerdasan luar dan dalam sehingga menjadi satu dalam jiwa untuk
mewujudkan cita-cita besar bangsa, yakni sebagai bangsa yang maju dan
bermartabat.**

Lebih lanjut, penguatan pendidikan karakter (character education)
dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang
sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa
meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan
remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek,
penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain
sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi
secara tuntas. Demoralisasi tejadi karena proses pembelajaran cenderung
hanya mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas teks belaka,
dan kurang mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi

kehidupan yang kontradiktif. Dalam konteks pendidikan formal di

% Yudi Latif, Menyemai Karakter Bangsa; Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan.
(Jakarta: Kompas, 2009), h. 88.
5 Jamal Ma’mur Asmani, Buku Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, h. 48.
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sekolah/madrasah, bisa jadi salah satu penyebabnya karena pendidikan di
Indonesia lebih menitik beratkan kepada pengembangan intelektual atau
kognitif semata, sedangkan aspek soft skill atau non akademik sebagai
unsur utama pendidikan moral belum diperhatikan.®

Pendidikan dan pembentukan karakter menjadi hal penting dalam
kehidupan seseorang, karena karakter menjadi salah satu penentu
kesuksesannya. Oleh karena itu, karakter yang kuat dan positif perlu
dibentuk dengan baik. Menurut Slamet Imam Santoso, tujuan tiap
pendidikan yang murni adalah:

“Menyusun harga diri yang kukuh dan kuat dalam jiwa pelajar,

supaya kelak mereka dapat bertahan dalam masyarakat. >°

Diungkapkan juga bahwa pendidikan bertugas mengembangkan
potensi individu semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya,
sehingga terbentuk manusia yang pandai, terampil, jujur, tahu kemampuan
dan batas kemampuannya, serta mempunyai kehormatan diri®>" Furgon
Hidayatullah mengatakan bahwa pendidikan tak cukup hanya untuk
membuat anak pandai, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai-nilai
luhur atau karakter. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan
menjadi cerdas emosinya, dan kecerdasan emosi adalah bekal terpenting

dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena dengannya

® Akhwan, Muzhoffar, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya dalam
Pembelajaran di Sekolah/Madrasah. Makalah disajikan dalam diskusi dosen Fakultas Ilmu Agama
Islam UII, tanggal 2 Nopember 2011, h. 1.

% Slamet Imam Santoso, Pembinaan Watak Tugas Utama Pendidikan, (Jakarta: Ul Press,
1981), h. 33.

" Furqon Hidayatullah, Penbdidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa,
(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), h. 18.
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seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan
termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Lebuh lanjut, Lickona menjelaskan beberapa alasan perlunya
pendidikan karakter, di antaranya :

“(1) banyaknya generasi muda yang saling melukai karena
lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) memberikan nilai-
nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi
peradaban yang paling utama, (3) peran sekolah sebagai pendidik
karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak
memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat,
atau lembaga keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang
secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan,
rasa hormat, dan tanggungjawab, (5) demokrasi memiliki
kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi
merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) tidak ada
sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan
pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari
melalui desain ataupun tanpa desain, (7) komitmen pada
pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi
guru yang baik, dan (8) pendidikan karakter yang efektif membuat
sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada
performansi akademik yang meningkat.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter
sangat perlu ditanamkan sedini mungkin kepada anak untuk
mengantisipasi persoalan mereka di masa depan yang semakin kompleks,
seperti misalnya semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak
terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya
kepercayaan diri, dan lain-lain

Selanjutnya, Lickona mengatakan®® bahwa karakter berkaitan

dengan konsep moral (moral knonwing), sikap moral (moral felling), dan

% Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga
Pendidikan, h. 29.
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perilaku moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat
dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang
kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan
kebaikan. Keterkaitan antara ketiga karangak berpikir tersebut dapat
dilihat pada bagan atau gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan karakter

yang baik menurut Lickona

Moral Feeling
1. Conscilence
2. Self-Esteem
3. Empathy

4. Loving The Good
5. Self-Control

6. Humility

Moral Knowing
1. Moral Awareness

2. Knowing Moral Values
3. Perspective-Taking

4. Moral Reasoning

5. Decision-Making

6. Self-Knowledge

N

Moral Action
1. Competence
2. will

3. Habit

Sejalan dengan hal itu, bahkan presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono, dalam pidatonya pada peringatan Dharma Shanti Hari Nyepi
2010 menyatakan :

“Pembangunan karakter (character building) amat penting. Kita
ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi
pekerti, dan mulia. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban
yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat kita capai
apabila masyarakat kita juga merupakan masyarakat yang baik
(good society). Dan, masyarakat idaman seperti ini dapat Kita
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wujudkan manakala manusia-manusia Indonesia merupakan

manusia yang berakhlak baik, manusia yang bermoral, dan beretika

baik, serta manusia yang bertutur dan berperilaku baik pula” *°

Sementara Mendiknas, Mohammad Nuh, dalam sambutannya
memperingati  hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2010
mengemukakan tentang pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter
bangsa. Menurutnya, bangsa yang berkarakter unggul, di samping
tercermin dari moral, etika dan budi pekerti yang baik juga ditandai
dengan semangat, tekad dan energi yang kuat, dengan pikiran yang positif
dan sikap yang optimis serta dengan rasa persaudaraan, persatuan dan
kebersarnaan yang tinggi. Inilah totalitas dari karakter bangsa yang kuat
dan unggul, yang pada kelanjutannya bisa meningkatkan kemandirian dan
daya saing bangsa, menuju Indonesia yang maju, bermartabat dan
sejahtera di abad 21 ini. Begitu pentingnya pendidikan karakter di
Indonesia, Mendiknas bahkan pernah menegaskan bahwa tidak ada yang
menolak tentang pentingnya karakter, tetapi yang lebih penting adalah
bagaimana menyusun dan menyistemasikan, sehingga anak-anak dapat
lebih berkarakter dan lebih berbudaya.

Untuk itu perlu dicari jalan terbaik untuk membangun dan
mengembangkan karakter manusia dan bangsa Indonesia agar memiliki
karakter yang baik, unggul dan mulia. Dalam hal ini upaya yang tepat

adalah melalui pendidikan, karena pendidikan memiliki peran penting dan

 Kementrian Pendidikan Nasional, Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun
Anggaran 2010, (Jakarta: Direktorat Ketenagaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
2010), h. 3. Lihat juga Kementrian Pendidikan Nasional, Desain Induk Pendidikan Karakter,
(Jakarta: Kemendiknas, 2010), h. 3.

® Ibid, h. 4.
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sentral dalam pengembangan potensi manusia, termasuk potensi mental.
Melalui pendidikan diharapkan terjadi transformasi yang dapat
menumbuhkembangkan karakter positif, serta mengubah watak dari yang
tidak baik menjadi baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Ki Hajar
Dewantara dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya
upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,
karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Jadi jelaslah, pendidikan
merupakan wahana utama untuk menumbuhkembangkan karakter yang
baik. Di sinilah pentingnya pendidikan karakter. ®*

Khusus bagi umat Islam, kata Uman Suherman pembangunan
karakter dan budaya bangsa tidak hanya cukup melihat sejumlah karakter
bangsa yang tertulis dalam UUSPN, tetapi hendaknya menghayati dan
mencontoh keteladanan yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, seperti
sikap-sikap ikhlas, tepat janji, perhatian, yakin, tawakal, berbuat baik,
rendah hati, berakhlak mulia, taqwa, belas kasihan/empati, pemberani,
takut kepada Allah, adil, penolong, zuhud, sabar, keperwiraan, kehati-
hatian (wara’), menutup aib orang, toleransi, menjaga lisan, pemaaf,
memiliki rasa malu, ridlo atau rela, penyayang, jujur, amanat, syukur,
wajah berseri-seri, menjauhkan dari yang haram, melapangkan kesempatan,
percaya atas kebesaran Allah SWT, mengharapkan keridhoan Allah SWT,
lemah lembut, ramah, pemaaf dan pengampun, penyimpan rahasia,

berlomba dalam kebaikan, pemberi nasihat, dan sebagainya.

*1 1bid.
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Dalam konteks ini, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh,
pernah mengemukakan bahwa:

“Pendidikan berbasis karakter dengan segala dimensi dan
variasinya menjadi penting dan mutlak™.

Menurut dia karakter yang ingin dibangun bukan hanya karakter
berbasis kemuliaan diri sendiri semata, akan tetapi secara bersamaan
membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa. Bukan pula hanya
kesantunan, tetapi secara bersamaan kita bangun karakter yang mampu
menumbuhkan  kepenasaranan intelektual sebagai modal untuk
membangun kreativitas dan daya inovasi

Bahkan, Dalam filosofi Jawa juga ditekankan betapa pentingnya
pembinaan dan pengembangan karakter, orang yang berkarakter menurut
falsafah Jawa merupakan orang yang memiliki harga diri yang tidak
ternilai  harganya. Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam suatu
kesempatan menyatakan,

“Kehilangan harta dan kekayaan tidak akan menghilangkan

setengah dari yang dimiliki, tetapi kehilangan harga diri sama saja

dengan kehilangan segala-galanya.”

Hal ini menandakan betapa pentingnya sebuah karakter utama yang
harganya tidak ternilai dengan apapun, karakter sebagai wujud manifestasi
individu yang unggul dan mulia.®* Karakter utama yang hendaknya
terwujud adalah pribadi berbudi luhur yang senantiasa terbuka dan

bijaksana atau dalam istilah Jawa “wiwara kusuma winayang reka”®.

%2 Barnawi dan M. Arifin, Strategi Dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 11.
% Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, h. 66.
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada intinya pendidikan karakter
sangat urgen diimplementasikan sebagai upaya pembentukan insan kamil
yang memiliki kepekaan sosial, akhlak karimah, dan mampu berperan aktif
dalam menciptakan masyarakat yang damai dan kondusif serta bangsa
yang maju dan bermartabat. Haedar Nashir menambahkan pendidikan
karakter harus diletakkan secara keseluruhan dengan pembangunan
karakter bangsa (Nation And Character Building) dan dalam hal ini
lembaga pendidikan memiliki peran penting sebagai bagian pembangunan

bangsa.®

10. Metode pendidikan karakter

Penerapan pendidikan karakter harus dilakukan semaksimal
mungkin. Oleh karena itu, perlu adanya metode. Sekolah mempunyai
peran yang amat penting dalam pendidikan karakter anak, terutama jika
anak-anak tidak mendapatkan pendidikan karakter di rumah. Hal tersebut
dikarenakan bahwa anak-anak menghabiskan cukup banyak waktu di
sekolah, dan apa yang terekam dalam memori anak-anak di sekolah akan
mempengaruhi kepribadian anak ketika dewasa kelak.

Selain itu, untuk membentuk karakter anak dapat dilakukan dengan
berbagai macam pendekatan, pembentukan karakter anak dapat dilakukan

dengan sikap sebagai berikut : ®°

% Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya, (Yogyakarta: Multi
Presindo, 2013), h. 7.
% Furqon Hidayatullah, Penbdidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa, h. 39.
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a. Keteladanan

Dalam al-Qur’an kata teladan diproyeksikan dengan kata
uswah yang kemudian dibelakangnya diberi kata sifat hasanah yang
berarti baik, sehingga terdapat ungkapan uswah hasanah yang artinya
teladan yang baik.

Keteladanan adalah merupakan sebuah sikap dan perilaku yang
muncul dari hati nurani yang paling dalam, sehingga apa yang
dilakukukan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan dan norma-
norma yang ada ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dalam
mendidik manusia Allah menggunakan contoh atau teladan sebagai
model terbaik agar mudah diserap dan diterapkan oleh manusia.®®

Contoh atau teladan diperankan oleh para Rasul dan nabi Allah,

sebagaimana firmanNya :

8 I3 5 0 g Al 205 08l B 55l g (ST 087 1
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“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada
teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap
(pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. dan Barangsiapa

yang berpaling, Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya

lagi Maha Terpuji.”.67

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya keteladanan, sehingga
dalam mendidik manusia Allah menggunakan model yang harus dan
layak dicontoh. Oleh karena itu, dalam membentuk karakter anak,

keteladanan merupakan pendekatan pendidikan yang paling ampuh.

% Ibid. h. 40.
%7 Kementrian Agama R, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516.
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Misalnya dalam keluarga, orang tua yang diamanahi berupa anak-anak
harus menjadi teladan yang baik, dalam lingkup sekolah maka guru
yang menjadi teladan bagi anak didik dalam segala hal. Tanpa
keteladanan apa yang diajarkan kepada anak didik hanya akan menjadi
teori belaka. Jadi, keteladanan guru dalam berbagai aktivitasnya akan
menjadi cermin siswanya, Oleh sebab itu sosok guru yang bisa
diteladani siswa adalah guru yang mempunyai jiwa dan karakter yang
Islami.
b. Penanaman Kedisiplinan

Amiroeddin Sjarif mengatakan bahwa kedisiplinan pada
dasarnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung
oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta
berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata
kelakuan yang seharusnya berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. ®

Dengan demikian, kedisiplinan dalam melaksanakan aturan
dalam lingkungan atau kegiatan yang dilakukan secara rutin itu terdapat
nilai-nilai yang menjadi tolok ukur tentang benar tidaknya suatu yang
dilakukan oleh seseorang. Bentuk kedisiplinan yang diberlakukan
adalah merupakan sebuah usaha untuk membentuk karakter individu. ®°

c. Pembiasaan
Anak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana lingkungan

yang mengajarinya dan lingkungan tersebut juga yang menjadi

* Ibid, h. 45.
% Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia 2002), h. 172.
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kebiasaan yang dihadapinya setiap hari. Jika lingkungan mengajarinya
dengan kebiasaan berbuat baik, maka kelak anak akan terbiasa berbuat
baik dan sebaliknya jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang
mengajarinya berbuat kejahatan, kekerasan, maka ia akan tumbuh
menjadi pelaku kekerasan.

Banyak perilaku yang merupakan hasil pembiasaan yang
berlangsung sejak dini. Oleh sebab itu, tanggung jawab orang tua
adalah memberikan lingkungan terbaik bagi pertumbuhan anak-anaknya,
karena kenangan utama bagi anak-anak adalah kepribadian ayah dan
ibunya.

d. Menciptakan Suasana Yang Kondusif

Terciptanya suasanya yang kondusif akan memberikan iklim
yang memungkinkan terbentuknya karakter. Oleh karena itu, berbagai
hal yang terkait dengan upaya pembentukan karakter harus
dikondisikan, terutama individu-individu yang ada dilakungan itu.”

Abdurrahman an-Nahlawi menambahkan’* mengenai metodologi
pendidikan karakter, jika kembali kepada konsep Islam, untuk membentuk
karakter dari aspek kognitif, metode yang dapat digunakan adalah nasehat,
cerita, ceramah dan metode dialog. Untuk membentuk aspek perasan
dalam pendidikan karakter, metode yang dapat digunakan adalah metode
perumpamaan (amtsal) dan metode tarhib dan targhib. Adapun pendidikan

karakter dalam aspek perbuatan dapat digunakan metode pembiasaan

"® Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa, h. 53.
' Abdurrahman An-Nahlawi, Ushulut Tarbiyah Islamiyah Wa Asalibiha fii Baiti wal
Madrasati wal Mujtama’, Shihabuddin (Penerj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 30.



70

(habituasi) dan ketauladanan (uswah/qudwah). Untuk lebih jelasnya,

berikut akan diuraikan satu per satu:

a. Nasihat

Abdurrahman al-Nahlawi sebagaimana dikutip oleh Hery Noer Aly
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah penjelasan
kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang
dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang
mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Dalam metode memberi
nasihat ini pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk
mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan
kemaslahatan umat. Di antaranya dengan menggunakan Kisah-kisah
Qur.ani, baik kisah Nabawi maupun umat terdahulu yang banyak
mengandung pelajaran yang dapat dipetik.’

. Qashash (Kisah/cerita)

Metode kisah dapat mendidik perasaan keimanan dengan cara
membangkitkan berbagai perasaan seperti Khauf, Ridha, cinta dan
mengarahkan seluruh perasaan sehingga bertumpu pada suatu puncak
yaitu kesimpulan kisah, serta melibatkan pembaca atau pendengar ke
dalam Kkisah itu sehingga ia terlibat secara emosional. Dengan

demikian metode kisah dapat dimanfaatkan untuk menyentuh perasan

"2 Hery Noer Aly, IImu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 30.
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peserta didik sehingga menguatkan keyakinannya tentang segala
sesuatu yang berhubungan dengan keimanan ibadah dan akhlak.”
c. Ceramah
Metode ceramah ialah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru
dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung kepada siswa,
sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep yang
abstrak, sehingga kesan dan makna yang tersirat dalam perumpamaan
tersebut, mudah difahami secara logis dan rasional. Metode ini juga
cendrung memberikan motivasi kepada siswa untuk berbuat baik dan
menjauhi kejahatan. Daya tarik ceramah, atau tabligh bisa berbeda-
beda, tergantung kepada siapa pembicaranya, bagaimana pribadi si
pembicara itu, dan bagaimana bobot pembicaranya itu, apa prestasi
yang dihasilkannya. Semua ini akan menjadi catatan yang mendasari
daya tarik tabligh yang disampaikan. Ini mengingatkan atau memberi
petunjuk, bahwa jika seorang guru akan mempergunakan metode
ceramah, dan ceramahnya itu ingin diperhatikan orang bahkan
ceramahnya itu dijadikan pegangan hidup, maka sipenceramah atau
guru itu harus mempunyai kualitas.
d. Hiwar (dialog)

Hiwar ialah percakapan silih berganti antara dua orang atau lebih
melalui tanya jawab mengenai suatu topic mengarah kepada suatu

tujuan. Hiwar mempunyai dampak yang sangat dalam terhadap jiwa

3 Depag Rl, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 22.
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pendengar dan pembaca yang mengikuti topic percakapan secara
seksama dan penuh perhatian. Metode dialog atau diskusi sangat
diakui dalam pendidikan Islam, diskusi harus dadasarkan kepada cara-
cara yang baik. Cara yang baik ini perlu dirumuskan lebih lanjut,
sehingga timbullah etika berdiskusi. Misalnya tidak memonopoli
pembicaraan, saling menghargai pendapat orang lain, kedewasaan
pikiran dan emosi, berpandangan luas dan seterusnya.
e. Targhib dan tarhib (motivasi dan intimidasi)

Targhib berasal dari kata kerja raggaba yang berarti menyenangi,
menyukai dan mencintai. Kemudian kata itu diubah menjadi kata
benda targhib yang mengandung makna suatu harapan untuk
memperoleh kesenangan, kecintaan dan kebahagiaan yang mendorong
seseorang sehingga timbul harapan dan semangat untuk
memperolehnya. Metode ini akan sangat efektif apabila dalam
penyampaiannya menggunakan bahasa yang menarik dan meyakinkan
pihak yang mendengar.” Oleh hendaknya pendidik bisa meyakinkan
muridnya ketika menggunakan metode ini. Namun sebaliknya apabila
bahasa yang digunakan kurang meyakinkan maka akan membuat
murid tersebut malas memperhatikannya. Tarhib berasal dari rahhaba
yang berarti menakut-nakuti atau mengancam. Menakut-nakuti dan
mengancamya sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan yang

dilarang Allah atau akibat lengah dalam menjalankan kewajiban yang

" Syahidin, Metode Pendidikan Qurani Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Misaka Galiza,
1999), h. 87.
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diperintahkan Allah. Penggunaan metode motivasi sejalan dengan apa
yang ada dalam psikologi belajar disebut sebagai Law of happines atau
prinsip yang mengutamakan suasana menyenangkan dalam belajar.
Sedang metode intimidasi dan hukuman baru digunakan apabila
metode-metode lain seperti nasihat, petunjuk dan bimbingan tidak
berhasil untuk mewujudkan tujuan

Amtsal (Perumpamaan)

Metode amtsal dalam pendidikan Islam merupakan metode dengan
memberi pelajaran kepada anak secara tidak langsung atau tidak
spontan (langsung). Memarahi atau menyatakan tidak senang maupun
tidak memberi izin serta memberi semangat semuanya dilakukan
melalui proses berfikir dan anak sendiri yang diharapkan
memahaminya. Artinya kemarahan kepada anak tidak direfleksikan
dengan ungkapan kasar, akan tetapi membuat sebuah perumpamaan
yang mampu menggiring logika anak bahwa perbuatan yang
dilakukannya adalah salah. Amtsal atau perumpamaan merupakan
salah satu bentuk metode yang digunakan dalam pendidikan Islam. Di
samping amtsal sebagai salah satu bidang kajian dalam ilmu-ilmu al
Qur’an. Dalam al Qur’an sendiri banyak ayat-ayat yang diketengahkan
atau dituangkan dengan gaya bahasa perumpamaan. Hampir di setiap
surah al Qur’an mengandung amtsal, maka tidak heran jika amtsal ini
menjadi kajian yang amat menarik dalam ilmu bahasa arab yaitu ilmu

balaghah.
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g. Habituasi (pembiasaan)
Hebituasi atau Pembiasaan menurut M.D Dahlan seperti dikutip oleh
Hery Noer Aly merupakan .proses penanaman kebiasaan. Sedang
kebiasaan (habit) ialah cara-cara bertindak yang persistent, uniform
dan hampir-hampir otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya)
"> pembiasaan tersebut dapat dilakukan untuk membiasakan pada
tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan pola pikir. Pembiasaan ini
bertujuan untuk mempermudah melakukannya. Karena seseorang yang
telah mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan
mudah dan senang hati. Bahkan sesuatu yang telah dibiasakan dan
akhirnya menjadi kebiasaan dalam usia muda itu sulit untuk dirubah
dan tetap berlangsung sampai hari tua. Maka diperlukan terapi dan
pengendalian diri yang sangat serius untuk dapat merubahnya.
h. Ketauladanan

Metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan dengan cara
memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik di dalam
ucapan maupun perbuatan. Abdullah Ulwan misalnya sebagaimana
dikutip oleh Hery Noer Aly mengatakan bahwa .pendidik akan merasa
mudah mengkomunikasikan pesannya secara lisan. Namun anakakan
merasa kesulitan dalam memahami pesan itu apabila pendidiknya tidak

memberi contoh tentang pesan yang disampaikannya.

" Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, h. 23.
" Ibid, h.23.
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Berdasarkan beberapa metode pendidikan di atas, dalam
pembentukan karakter yang paling dibutuhkan adalah habituasi atau
budaya pembiasaan, di mana sebuah nilai baik dapat diterapkan menjadi
sebuah rutinitas sampai menjadi sebuah budaya yang sulit ditinggalkan.
Selain habituasi, dalam pendidikan karakter, keteladanan menjadi sangat
penting. Perilaku pendidikan akan mampu menjadi magnet bagi perilaku
anak. Jadi, dalam mendidik seseorang tidak boleh begitu saja member
nasehat baik kepada anak sementara dalam aktifitasnya sehari-hari tidak
melakukan apa yang dia katakan. Dengan kata lain seorang pendidik harus
menyelaraskan perkataan dan perbuatannya sehingga anak dengan tulus

dan ikhlas mengikutinya.

Hambatan dalam Pendidikan Karakter

Era globalisasi yang sangat pesat dan menggemparkan membawa
tantangan serius bagi dunia pendidikan. Globalisasi menyebabkan
liberalisme moral, pemikiran dan perilaku yang merontokkan norma dan
etika yang selama ini dijunjung tinggi. Desakralisasi moral menjadi
realitas yang tidak bisa di hindari. Konservatisme dan liberalisme
dijadikan musuh besar oleh globalisme. Inilah yang menjadi
tanggungjawab semua komponen bangsa untuk mengembalikan nilai-nilai
tradisional yang relevan dengan dunia modern yang serba instan, liberal,

dan sekuler.
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Menurut Arvan Pradiansyah, di abad ke 21 ini, ada empat hal yang
tidak berubah dan perlu kita cermati.
“Pertama, perubahan itu sendiri. Kedua, hukum alam, seperti
gravitasi yang bersifat (universal) dan hukum win-win (sama-sama
menang), sebab seseorang tidak ada yang mau mengalami
kekalahan. Ketiga, pilihan (choice), misalnya dalam bentuk strategi,
taktik, proses bisnis, dan lain sebagainya. Keempat, karakter.
Berbeda halnya dengan kompetisi yang terus-menerus berubah diri
waktu ke waktu. Karakter yang dituntut dari setiap orang tidak
mengalami perubahan.
Adapun dampak hambatan implementasi pendidikan karakter
sebagai berikut:
a. Pengaruh Negatif Televisi
Televisi sudah menjadi kebutuhan utama keluarga. Anak-anak
menjadikan televisi sebagai menu utama kegiatan sehari-hari, apalagi
ketika libur sekolah. Akhirnya, pengaruh televisi menghujam kuat
pada diri anak didik. Orang-orang yang mempunyai uang melengkapi
fasilitas televisi dengan parabola sehingga bisa mengakses seluruh
stasiun televisi luar negeri. Mereka tidak menyadari bahwa semakin
luas jangkauan televisi, semakin berbahaya pula dampaknya bagi anak,
karena mereka semakin luas dan bebas jangkauan mereka.
Sebagaimana kita ketahui bersama, program televisi yang bersifat
edukatif (mendidik) jumlahnya sangat terbatas. Kebanyakan program
yang ditampilkan di televisi adalah rekreatif dan refreshing, yang
cenderung menampilkan pornografi dan pornoaksi. Tentu, realitas ini

membahayakan terhadap karakter anak-anak. Sebab, secara psikologis,

mereka masih dalam tahap imitasi; meniru sesuatu yang dilihat,
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direkam, dan didengar. Sehingga dengan mudah, mereka menjadikan
tontonan sebagai tuntunan. Mereka lebih percaya terhadap televisi
daripada guru, orang tua, dan masyarakat. Ketika jumlah anak
semacam ini semakin banyak mereka akan meciptakan lingkungan
pergaulan yang kondusif bagi tumbuhnya budaya pop yang
ditampilkan di televisi. Ucapan, cara berpakaian, dan sikap yang
ditunjukkan akan tercerabut dari akar budaya lokal yang selama ini
menjadi pegangan masyarakat. Menurut Alksman dari Universitas Los
Angeles, radiasi yang terpancar dari dari layar televisi sangat
berbahaya bagi organ tubuh manusia. Sinar yang terpancar dari televisi
dan alat-alat elektronik rumah tangga termasuk jenis gelombang
pendek. Efek pertama yang ditimbulkannya adalah sakit kepala, bila
tak terlindungi dari pancaran yang lebih lama. Kemampuan berpikir
seseorang pun akan tertekan, tekanan darah pun tidak normal, dan sel
darah putih dalam darah akan mengalami kerusakan. Gelombang-
gelombang ini akan membawa pengaruh yang kuat bagi saraf dan
mengakibatkan keluhan rasa sakit.”’
b. Pergaulan Bebas

Sekarang ini, pergaulan remaja sangat mengkhawatirkan.
Mereka berkumpul “kongko-kongko” untuk beraktualisasi dan
menemukan satu hati dalam berekspresi. Dalam ilmu psikologi sosial,

ketika seseorang berkumpul bersama yang lain, ekspresi yang

"7 Jamal Ma’mur Asmani, Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, h. 99-101.
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ditampilkan tidak mesti mencerminkan sesuatu yang ada dalam
batinnya.

Perilaku kelompok sangat cepat menyebar dengan gerakan
refleks. Mereka merespons stimulus dengan cepat dan massif. Tanpa
mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Perilaku sosial yang sulit
dicegah membutuhkan kekuatan otoritatif, seperti aparat kepolisian
dan sejenisnya.

Di sinilah, kaum agamawan dan aktivis berperan untuk
merancang program besar dalam menciptakan lingkungan sosial,
khususnya pergaulan bebas yang islami; bernilai pengetahuan, moral,
spiritual, dan berdimensi sosial budaya yang bermanfaat bagi
perkembangan karakter, kepribadian, dan cita-citanya di masa depan.
Lingkungan semacam ini mebutuhkan rekayasa sosial (social
engineering) yang canggih, aplikatif, dan efektif.”®
c. Internet

Internet saat ini menjadi kebutuhan utama para kaum
profesional. Kaum pelajar tidak mau ketinggalan memanfaatkan
teknologi super canggih tersebut. Dengan internet, seseorang bisa
mengakses seluruh informasi yang ada di dunia. Dengan menguasai
bahasa asing, seseorang akan melihat dunia tanpa batas.

Konsumerisme membutakan mata para praktisi bisnis internet

untuk terus memproduksi hal porno karena keuntungan yang diraih

"8 Ibid, h. 103-104.
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melenakan dan menggiurkan semua pihak. Sulit bagi kita sekarang
untuk menutup internet. Sebab, internet sudah menjadi kecenderungan
global dan kebutuhan utama di berbagai instansi pemerintah, lembaga
pendidikan, perusahaan nasional dan internasional, serta di berbagai
lembaga swasta lainnya.
d. Tempat Karaoke

Karaoke adalah fenomena dunia modern. Tempat karaoke
didesain untuk menjadi tempat istirahat kalangan profesional. Menu
yang disedikan adalah café, yang berisi minuman, serta dipandu oleh
wanita-wanita cantik yang terlatih dan menarik. Di café ini, disediakan
berbagai macam fasilitas, salah satunya adalah nyanyian yang
menampilkan artis dengan pakaian seksi yang aduhai dan menggiurkan
laki-laki. Menurut Jamal, “tempat karaoke itu terdiri atas tingkat dan
level yang akan diburu oleh penikmatnya.” Tetapi, bagi pengamat dan
pemerhati modernitas, hal ini dianggap wajar. Liberalisasi seksual
menjadi salah satu indikatornya. "

e. Tempat Wisata

Tempat-tempat pariwisata, khusunya pantai, banyak menjadi
pilihan manusia dalam melewatkan hari istirahat atau kepenatan kerja
mereka.

Turis asing biasanya berpakaian seksi dengan aura seksual dan

kental. Mereka memperlihatkan kepada bangsa ini bahwa kebebasan

" Ibid, h. 106-108.
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seksual adalah kenikmatan dunia yang harus dirasakan. Mereka
menjadikan kehidupan dunia laksana surga dengan memperturutkan
segala keinginan. Agama, bagi mereka, merupakan urusan privat yang
tidak boleh mangatur kehidupan sosial yang liberal, hedonis, dan
konsumeris.

Inilah yang menyerang mentalias remaja Kkita sehingga virus
liberalitas seksual menghinggapi mereka. Sebagaian dari mereka
berubah orientasi dan visinya dalam menjalani hidup dan membangun

cita-citanya..®

12. Solusi yang tepat pada hambatan pendidikan karakter

a. Menyeleksi program-program televisi yang edukatif dan senantiasa
mengawasi anak dalam menonton tayangan televisi. Jadi peran orang tua
sangat besar dalam hal ini. Pemerintah harus membuat dan menerapkan
regulasi untuk menyeleksi tayangan televisi. Jika ada pihak yang
melanggar maka harus di beri sanksi tegas. Monitoring dari pemerintah
menjaga generasi masa depan.

b. Kaum agamawan dan aktivis berperan untuk merancang program besar
dalam menciptakan lingkungan sosial, khususnya pergaulan bebas yang
islami; bernilai pengetahuan, moral, spiritual, dan berdimensi sosial
budaya yang bermanfaat bagi perkembangan karakter, kepribadian, dan

cita-citanya di masa depan.

% Ibid, h. 108-110.
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c. Membekali pemahaman holistik dan komprhensif kepada anak didik untuk
selektif dalam membuka situs dan menekan pihak internet untuk menutup
situs porno yang merusak moralitas generasi masa depan bangsa. Lembaga
pendidikan yang memanfaatkan teknologi internet, khususnya yang sudah
menyediakan layanan hot spot area untuk menutup situs porno dan
menyiapakan berbagai situs pendidikan dalam dan luar negeri yang
bermanfaat untuk memperluas horizon pemikiran dan mencerahkan
wawasan ke depan.

d. Untuk melakukan gerakan preventif dalam rangka membendung dampak
negatif karaoke ini, yang paling berperan dan ditunggu-tunggu masyarakat
adalah pemerintah. Beranikah pemerintah menutup tempat karaoke yang
menghancurkan moralitas generasi muda?

e. Mendesain tempat wisata yang islami, yang tetap menghargai nilai etika
dan moral yang bersumber pada agama dan budaya luhur bangsa. Ini
membutuhkan miliuner muslim yang peduli pada pembumian nilai-nilai
Islam dalam konteks dunia modern yang serba bebas.

f. Pendidikan karakter harus terus digalakkan disekolah, rumah, masyarakat,
didunia usaha, dan lain sebagainya, sembari menunggu aksi pemerintah

dalam menjaga moralitas, mentalitas dan jiwa anak bangsa.

B. Tinjauan tentang Sekolah Inklusi
1. Latar Belakang Adanya Sekolah Inklusi
Indonesia menuju Pendidikan Inklusi secara formal dideklarasikan

pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat
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menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua
anak termasuk penyandang cacat. Dalam pasal 6 ayat 1 UU RI No. 4 tahun
1997 tentang penyandang cacat dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat
berhak memperolah pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang
pendidikan.®® Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk
menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya,
terutama bagi anak penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat. %

Program  pendidikan  inklusi  memungkinkan  anak-anak
berkebutuhan khusus untuk memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah
umum sebagaimana yang diperoleh anak-anak normal. Dalam program
tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus disekolahkan bersama dengan
anak normal di sekolah reguler, sehingga diharapkan anak berkebutuhan
khusus memiliki rasa percaya diri dan akhirnya mereka dapat mandiri.
Sebaliknya, anak-anak normal akan terdidik dan belajar toleransi antar
sesama manusia. Pendidikan inklusi sebenarnya merupakan model
penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan atau
berkebutuhan khusus di mana penyelenggaraannya dipadukan bersama
anak normal dan bertempat di sekolah umum dengan menggunakan

kurikulum yang berlaku di lembaga bersangkutan.®

8 UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 6 ayat 1.

8 UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 6 ayat 6. Lihat juga
Departemen Pendidikan Nasional, Kebijakan Direktorat PLB tentang Lavanan Pendidikan Inklusi
bagi Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus, (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 67.

8 Sukadari, Peran Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkelainan, dalam www.madina.com,
diakses 18 September 2015 pukul 15.15 .
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Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan di didik bersama-
sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang
dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat
terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan
sebagai satu komunitas.®*

Oleh karena itu, anak berkelainan perlu diberi kesempatan dan
peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan
pendidikan di sekolah terdekat. Pendidikan inklusi diharapkan dapat
memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak
berkelainan selama ini. Karena tidak mungkin membangun SLB di tiap
Kecamatan/Desa sebab memakan biaya yang sangat mahal dan waktu
yang cukup lama oleh sebab itulah diadakan sekolah inklusi.

Selain yang disebutkan diatas diadakannya sekolah inklusi sejalan
dengan tujuan pendidikan nasional yang di undangkan pada Undang-
Undang Nomor 20, pada pasal 3 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan
pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.®® Jadi melalui
pendidikan di sekolah inklusi ini peserta didik berkelainan dibentuk
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu

individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam

8 Aditya W. P., Hakekat Pendidikan Inklusi, dalam http:/dunia-blajar.blogspot.co.id/
2015/10/hakekat-pendidikan-inklusi.html, diakses 30 September 2015 pukul 20.10.
8 Abu Ahmadi, /lmu Pendidikan, (Jakarta : Rineka cipta, 1991), h. 136.



http://dunia-blajar.blogspot.co.id/%20%202015/10/hakekat-pendidikan-inklusi.html
http://dunia-blajar.blogspot.co.id/%20%202015/10/hakekat-pendidikan-inklusi.html
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masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka
diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun
kecilnya mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya untuk
membuat mereka berkembang.
Namun dengan adanya sekolah inklusi ini muncul beberapa
argumen diantaranya adalah; yang lebih mendukung adanya konsep
pendidikan inklusi mengajukan beberapa argumen untuk bisa di kelola dan
dievaluasi demi perkembangan kedepannya, antara lain adalah:®
a. Belum banyak bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa layanan
pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas reguler menunjukkan
hasil yang lebih positif bagi anak

b. Biaya sekolah khusus relatif mahal dari pada sekolah umum

c. Sekolah khusus mengharuskan penggunaan label berkelainan yang
dapat berakibat negatif pada anak

d. Banyak anak berkelainan yang tidak mampu memperoleh pendidikan
karena tidak tersedia sekolah khusus yang dekat

e. Anak berkelainan harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama
masyarakat lainnya.

Sedangkan para pakar yang mempertahankan berbagai alternatif
penempatan pendidikan bagi anak berkelaianan (SLB) berargumen:

a. Peratuaran perundangan yang berlaku mensyaratkan bahwa bagi anak

berkelainan disediakan layanan pendidikan yang bersifat kontinu

8 Aryono, Pengelolaan Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah
Inklusi SMP Negeri 29 Surabaya, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel
Surabaya, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), h. 15.
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b. Hasil penelitian tetap mendukung gagasan perlunya berbagai alternatif
penempatan pendidikan bagi anak berkelaianan

c. Tidak semua orang tua menghendaki anaknya yang berkelainan berada
di kelas reguler bersama teman-teman seusianya yang normal

d. Pada umumnya sekolah reguler belum siap menyelenggarakan
pendidikan inklusi karena keterbatasan sumber daya pendidikannya.

Lain halnya dengan diatas, para pakar yang beraliran moderat,

mengemukakan bahwa dalam praktik, istilah inklusi sebaiknya dipakai

bergantian dengan istilah mainstreaming, yang secara teori diartikan

sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan

sesuai dengan kebutuhan individualnya. Penempatan anak berkelaianan

harus dipilih, berdasarkan potensi dan jenis/tingkat kelainannya.

Penempatan ini juga bersifat sementara, bukan permanen, dalam

arti bahwa siswa berkelainan dimungkinkan secara luwes pindah dari satu

alternatif ke alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan

khususnya berubah-ubah. Filosofinya adalah inklusi, tetapi dalam

praktiknya menyediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan

kemampuan dan kebutuhannya. Model ini juga sering disebut inklusi

moderat.®’

. Pengertian Pendidikan Inklusi

Sebelum menjelaskan tentang pendidikan inklusi terlebih dahulu

dijelaskan tentang terminology inklusi.

8 Ibid, h. 17.



86

Inklusi merupakan sebuah kata yang berasal dari terminology
Inggris “inclusion” yang berarti ‘“termasuknya atau pemasukan”.
Sementara Olsen & Fuller menyatakan bahwa inklusi merupakan sebuah
terminology yang secara umum digunakan untuk mendidik siswa, baik
yang memiliki maupun tidak memiliki ketidakmampuan tertentu di dalam
sebuah kelas reguler. %

Istilah inklusi memiliki ukuran yang universal. Istilah inklusi dapat
dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam
pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Menurut Reid, masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri
sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Reid ingin menyatakan
bahwa istilah inklusi berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang
didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

Dalam ranah pendidikan, istilah inklusi dikaitkan dengan model
pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan
kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan mengacu
pada istilah inklusi yang disampaikan Reid di atas, pendidikan inklusi

didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.®

8 Bambang Dibyo Wiyono, Pendidikan Inklusif (Bunga Rampai Pemikiran Educational
for All), (Malang: Univ. Negeri Malang, 2011), h. 4. Lihat juga Futukha, Analisis Kesulitan
Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusi (Studi Kasus
pada Pembelajaran KPK di Kelas V SD Kreatif the Naff Sidoarjo), Skripsi Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya,
2014), h. 17.

% Gavin Reid, Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching
and Learning, (London: David Fulton Publisher, 2005), h. 88. Lihat juga Aryono, Pengelolaan
Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus, h. 17.
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Istilah pendidikan inklusi digunakan untuk mendeskripsikan
penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam
program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai
pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam
kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.®

MIF. Baihagi dan M. Sugiarmin menyatakan bahwa hakikat inklusi
adalah:

“Mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial,
dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk
mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem
pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-
perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki
ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang
luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang
bermutu tinggi dan tepat”.91

Baihagi dan Sugiarmin menekankan bahwa siswa memiliki hak
yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan perkembangan individu,
sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus
disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang
disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan
bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun
pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan.

Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusi

sebagai:

% 3. David Smith, Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua, (Bandung: Penerbit Nuansa,
2000), h. 45.

! Daniel P. Hallahan dkk., Exceptional Learners: An Introduction to Special Education,
(Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53. lihat juga Aryono, Pengelolaan
Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus, h. 19.
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“Pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan
khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari”.

Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab
penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.®* Pengertian
ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusi menyamakan anak
berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Untuk itulah, guru
memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan
pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki
kemampuandalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik.

Senada dengan pengertian yang disampaikan Daniel P. Hallahan,
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70
Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi
adalah:

“Sistem  penyelenggaraan  pendidikan yang memberikan

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan

dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada

umumnya’. »

Pengertian pendidikan inklusif dalam Permendiknas di atas
memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat
dimasukkan dalam pendidikan inklusi. Perincian yang diberikan

pemerintah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah

% Daniel P. Hallahan dkk., Exceptional Learners: An Introduction to Special Education,
(Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53. lihat juga Aryono, Pengelolaan
Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus, h. 19.

% Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan
Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau
Bakat Istimewa Pasal 1.
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disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang
perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari
yang normal, memiliki kelainan, dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mengikuti pendidikan. Dengan demikian pemerintah mulai
mengubah model pendidikan yang selama ini memisah-misahkan peserta
didik normal ke dalam sekolah reguler, peserta didik dengan kecerdasan
luar biasa dan bakat istimewa ke dalam sekolah akselerasi, dan peserta
didik dengan kelainan ke dalam Sekolah Luar Biasa (SLB).

Rumusan mengenai pendidikan inklusi yang disusun oleh
Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen)
Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengenai pendidikan
inklusif menyebutkan bahwa:

“Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang

mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-

sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya”.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang
menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan
program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan
kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan
yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.**

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas secara umum

menyatakan hal yang sama mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan

% Direktorat Pendidikan Nasional, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif, (Jakarata: Direktorat Pendidikan Nasional, 2007), h. 4.
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inklusi berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan
kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun
peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka
memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu
sama lain.

Mereka yang berkebutuhan khusus ini dulunya adalah anak-anak
yang diberikan label (labelling) sebagai Anak Luar Biasa (ALB). Anak
berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan
istilah Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus.
Istilah lain yang juga biasa dipakai untuk menandai anak yang “lain” dari
yang lain ini yaitu hendaya (impairment)® , disability dan handicap.*

Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda
antara yang satu dengan yang lain. Bandi Delphie menyatakan bahwa di
Indonesia, anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan
perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain: Anak yang
mengalami hendaya (impairment) penglihatan (tunanetra), tunarungu,

tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism (autistic children),

% Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan
Inklusi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 1.

% Beberapa istilah selain ABK, seperti impairment, handicap, dan disability seringkali
disamakan dalam penggunaannya. Sebenarnya terdapat perbedaan arti dari ketiga istilah tersebut.
Impairment digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang tidak sepenuhnya rusak/cacat.
Handicap digunakan untuk menunjukkan adanya kesulitan-kesulitan dalam penggunaan organ
tubuh. Disability digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau
cacat yang sifatnya permanen. Lihat Thomas M. Stephens, dkk., Teaching Mainstreamed Students,
(Canada: John Wiley&Sons, 1982), h. 27. Lihat juga Hornby, Oxford Advanced, 327. Disability
berarti batasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang. Handicap adalah kondisi yang
dinisbahkan kepada seseorang yang menderita ketidakmampuan. Kondisi ini boleh jadi disebabkan
oleh masyarakat, lingkungan fisik, atau sikap orang itu sendiri. Dalam hal ini sering muncul
ungkapan “jangan sampai disability menjadi handicap”. Lihat John W. Santrock, Educational
Psychology, (New York: The McGraw Hill Inc., 2004), h. 175.
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hiperaktif (attention deficit disorder with hyperactive), anak dengan
kesulitan belajar (learning disability atau spesific learning disability), dan
anak dengan hendaya kelainan perkembangan ganda (multihandicapped
and developmentally disabled children) ¥

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2009, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya juga dikategorikan sebagai
anak berkebutuhan khusus. Selain anak-anak berkebutuhan khusus yang
telah disebutkan di atas, anak-anak yang memiliki bakat dan/atau
kecerdasan luar biasa juga dikategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan
khusus®

Dengan demikian, pendidikan inklusi, sesuai dengan beberapa
pengertian diatas, selain menampung anak-anak yang memiliki kelainan
juga menampung anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar
biasa agar dapat belajar bersama-sama dalam satu kelas.
Landasan Pendidikan Inklusi

Ada lima landasan yang harus dijadikan acuan dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kelima landasan tersebut antara lain:

a. Landasan Filosofis

h. 1-3.

% Delphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi,

% Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan

Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau
Bakat Istimewa Pasal 3 ayat 2.
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Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusi di
Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-
cita yang didirikan atas pondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut
Bhineka Tunggal Ika.*

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan
(kecacatan) hanyalah satu bentuk Kebhinekaan seperti halnya
perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam individu
berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu,
sebaliknya di dalam individu anak normal maupun anak berbakat pasti
terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang
diciptakan sempurna.’® Kelainan tidak memisahkan peserta didik satu
dengan yang lainnya. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem
pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya
pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga
mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai

b. Landasan Religi'®

Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan

tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Di dalam Al-Qur’an

disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berbeda satu

% BPP DEPDIKNAS, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: 2005), h. 59.
Sumiyati, PAUD Inklusi Paud Masa Depan, (Yogyakarta: Cakrawala Institute, 2011), cet. 1, h. 12.
Rozigoh Mukhoyaroh, Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Kelas Inklusif
di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), h. 14.

1% yerome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata
Langkah Penerapan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 64.

08 Futukha, Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) di Kelas Inklusi (Studi Kasus pada Pembelajaran KPK di Kelas V SD Kreatif the
Naff Sidoarjo), h. 21-22.
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sama lain (individual differences). Tuhan menciptakan manusia
berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berhubungan
dalam rangka saling membutuhkan, sebagaimana tercantum dalam QS.

Al-Hujurat/49; 13

z
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“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di
sisi Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Adanya siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus
pada hakikatnya adalah manifestasi dari hakikat manusia sebagai
individual differences tersebut. Interaksi manusia harus dikaitkan
dengan upaya pembuatan kebajikan. Ada dua jenis interaksi antar
manusia, yaitu kooperatif dan kompetitif, sebagaimana tercantum
dalam QS. Al-Maidah Ayat 2 dan 48. Begitu pula dengan pendidikan,
yang juga harus menggunakan keduanya dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan dan pembelajaran. Interaksi kooperatif tercantum
dalam QS. Al-Maidah/s; 2:'%3

13Haly w1558 0y 530y T e 1y

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.”

192 ¥ ementrian Agama R1, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1035.
1% Ibid. h. 192.
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Interaksi kompetitif tercantum dalam QS. Al-Maidah/5: 48:'*

z
3
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“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi
adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri
pendidikan sedunia. Deklarasi ini sebenarnya penegasan kembali atas
deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi
lanjutan yang berujung pada peraturan standar PBB tahun 1993
tentang kesempatan yang sama bagi individu bekelainan memperoleh
pendidikan sebagai bagian integral dari system pendidikan yang ada.
Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan
semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang
kesulitan atau pun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai
bagian dari umat manusia yang mempunyai tata pergaulan
internasional, Indonesia tidak dapat begitu saja mengabaikan deklarasi
UNESCO tersebut.

Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh

beberapa pasal yaitu: 1) Undang-undang dasar 1945. Pasal 31 (1)

10% 1bid, h. 207.
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berbunyi, tiap-tiap warga Negara berhak mendaptkan pengajaran. 2)
Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang pendidikan nasional,
pasal 4 (1) dinyatakan, bahwa pendidikan di Negara ini
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai
cultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 (2) menyatakan bahwa
warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental dan
atau social berhak memperoleh pendidikan khusus. Dalam penjelasan
pasal 15 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus
tersebut dilakukan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan
khusus .pasal 11 yang menyatakan, bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara,
tanpa diskriminasi.

Adapun landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusi
secara ringkas dapat digambarakan sebagaimana tertuang dalam tabel
di bawah ini:'%

Tabel 2.1
Landasan Yuridis Pendidikan Inklusi

Instrumen Internasional Instrumen Nasional

1) Deklarasi  Universal Hak | 1) UUD 1945 (amandemen) pasal

Asasi Manusia (1948). 31.

1% Ibid. Lihat juga Futukha, Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika pada Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusi (Studi Kasus pada Pembelajaran KPK di Kelas V
SD Kreatif the Naff Sidoarjo), h. 25-26.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Konvensi PBB tentang Hak

Anak (1989).
Deklarasi  Dunia tentang
Pendidikan Untuk Semua

(Jomtien) (1990).

Peraturan Standar tentang
Persamaan Kesempatan bagi
Para Penyandang  Cacat
(1993).

Pernyataan Salamanca dan

Kerangka  Aksi  tentang
Pendidikan Kebutuhan
Khusus (1994).

Tinjauan 5 tahun Salamanca
(1999).

Kerangka  Aksi Forum
Pendidikan Dunia (Dakar)
(2000).
Tujuan Pembangunan
Millenium yang berfokus
Penurunan

pada Angka

Kemiskinan dan

Pembangunan (2000).

2)

3)

4)

5)

6)

7)

UU No. 20 Tahun 2003 pasal
3, 5, 32, 36 ayat (3), 45 ayat
(1), 51, 52 dan 53.

UU No 4 tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat pasal 5.
Deklarasi

Bandung

(Nasional) ”Indonesia Menuju

Pendidikan  Inklusif”  8-14
Agustus 2004.
Deklarasi Bukit Tinggi

(Internasional) Tahun 2005.

Surat Edaran Dirjen

Dikdasmen Nomor

380/C.C6/MN/2003 tanggal 20

Januari 2003 tentang

pendidikan inklusif.
Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 70 Tahun

2009 tentang  pendidikan

inklusif bagipeserta didik yang
dan

memiliki kelainan

memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa.
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9) Flagship PUS tentang
Pendidikan dan Kecacatan

(2001).

d. Landasan Pedagogies

Telah dirumuskan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah
usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak
didik di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.
Jelaslah melalui rumusan tersebut bahwa pada hakekatnya pendidikan
itu perlu atau dibutuhkan oleh siapa saja dan dimana saja.*®

Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003,
disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah

“Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan ~ kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.'%’

Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan atau
berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga Negara yang
demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu
menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan

ini mustahil dicapai jika sejak awal mereka diisolasikan dari teman

sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Walaupun minoritas, mereka

25.

198 Sapariadi, dkk, Mengapa Anak Berkebutuhan Khusus Perlu Mendapat Pendidikan, h.

Y7 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 98.
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harus diberi kesempatan belajar bersama teman sebayanya tanpa ada
perbedaan.'%
e. Landasan Empiris
Penelitian tentang pendidikan inklusi telah banyak dilakukan di
negara-negara barat sejak 1980-an. Penelitian yang bersekala besar
dipelopori oleh The National Academy of Sciences (Amerika Serikat).
Hasilnya menunjukkan bahwa Klasifikasi dan penempatan anak
berkebutuhan khusus di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif
dan diskriminatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pendidikan
khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil
identifikasi yang tepat, yang betul-betul dapat menentukan anak
berkebutuhan khusus yang tergolong berat'®
Beberapa penelitian kemudian melakukan meta-analisis
(analisis lebih lanjut terhadap beberapa hasil penelitian yang telah ada)
terhadap beberapa hasil penelitian sejenis. Hasil meta-analisis yang
dilakukan oleh Carlberg dan Kavel (1980) terhadap 50 buah penelitian,
oleh Wang dan Baker (1994/1995) terhadap 11 buah penelitian, dan
oleh Baker (1994) terhadap 13 penelitian, menunjukkan bahwa

pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan

akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

198 Budiyanto, dkk. Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, (Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, 2012), h. 11-12.

199 Bpp DEPDIKNAS, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, h. 61.
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Adapun landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan

inklusif yaitu:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of The Rights of Children)
Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (World
Conference on Education for All)

Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan
Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the
equalization of opportunitites for person with dissabilities)
Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994
(Salamanca Statement on Inclusive Education)

Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (The
Dakar Commitment on Education for All)

Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “Indonesia Menuju
Pendidikan Inklusif”

Rekomendasi Bukit Tinggi 2005 mengenai pendidikan yang

inklusif dan ramah.

4. Sejarah Pendidikan Inklusi di Indonesia

Pendidikan inklusi merupakan konsekuensi lanjut dari kebijakan

Global Education for All (Pendidikan untuk semua) yang dicanangkan

oleh UNESCO 1990. Kebijakan Education for All itu sendiri merupakan

upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam pendidikan yang

dicanangkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1949.
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Konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak memiliki hak
untuk menerima pendidikan yang tidak diskriminatif atas dasar hambatan
fisik, etnisitas, agama, bahasa, gender dan kecakapan. Pendidikan inklusi
yang di deklarasikan dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan (mereka
yang membutuhkan) kebutuhan khusus di Salamanca, Spanyol, 1994
bahwasanya Prinsip mendasar pendidikan inklusi yaitu mengikutsertakan
anak berkelainan dikelas regular bersama dengan anak-anak normal
lainnya, berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali.

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregation yang
menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari
teman sebayanya. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang
menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator. Namun, dari
sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Reynolds dan
Birch menyatakan bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan
anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena
kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa dan yang
tidak kalah penting adalah model segregatif relatif mahal.

Kemudian pada pertengahan abad XX muncul model
mainstreaming. Belajar dari berbagai kelemahan model segregatif, model
mainstreaming  memungkinkan berbagai  alternative  penempatan
pendidikan bagi anak berkelainan. Dan model inilah yang saat ini dengan

istilah pendidikan inklusi. Menurut Staub dan Peck mengemukakan bahwa
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pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan,
sedang dan berat secara penuh di kelas regular. *°
Jadi, melalui pandidikan inklusi, anak berkelainan di didik
bersama-sama anak lainnya (normal), untuk mengoptimalkan potensi yang
dimilikinya. Yang mana pendidikan inklusi ini merupakan sekolah yang
diperuntukkan bagi semua siswa, tanpa melihat kondisi fisiknya. Hal ini
dilandasi oleh kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat keberagaman
yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu komunitas. Dan keberagaman itu
justru akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menciptakan suatu dorongan
untuk saling menghargai, saling menghormati dan toleransi.**!
Adapun Pendidikan inklusi di Indonesia bisa diurutkan dalam
rentetan sejarah sebagai berikut:
a. Sebelum kemerdekaan
1) 1909 : Dr. Westhoff mendirikan sekolah tunanetra pertama di
Indonesia yang diberi nama SLB A Wiyata Guna Bandung.
2) 1927 : Folker merintis pendidikan tunagrahita pertama yang diberi
nama “Folker School” yang terletak di Bandung.
3) 1930 : Ny. Roelfsema mendirikan “Vereniging Voor Onderwijs an

Doffstomme Kenderen in Indonesia”.

10 Nuhammad Gufron, Implementasi Sistem Pendidikan Inklusi di MTS. Terpadu Al-
Raudlah Tuwiri Seduri Mojosari Mojokerto, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Ampel Surabaya, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), h. 21-22.

Y Jerome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata
Langkah Penerapan), h. 64.
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4) 1938 : di Wonosobo, Bruder Karitac mendirikan “Werk Voor
Kinderen in Nederlands Vost Indie” yang merupakan sekolah
tunarungu.

b. Perkembangan PLB tahun 1984-1990

1) Pengenalan wajib belajar 6 tahun.

2) Pendirian SDLB dengan dana proyek inpres.

3) Keluarnya Kepmen 002/U/1986 tentang pendidikan terpadu.

4) Pendirian SLB Pembina baik di tingkat nasional maupun di tingkat
provinsi.

c. PLB dari tahun 1990-sekarang

1) Pengenalan wajib belajar 9 tahun.

2) Perluasan Subdit PSLB menjadi Direktorat PLB.

3) Uji coba model pendidikan terpadu (menuju pendidikan inklusi) di
berbagai daerah.

4) Berkembangnya sekolah-sekolah inklusi di daerah-daerah.'*?

Di Indonesia, sejak awal tahun 2000 pemerintah mengembangkan
program pendidikan inklusi. Program ini merupakan kelanjutan program
pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia
pada tahun 1980-an, tapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai
tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia,
menggunakan konsep pendidikan inklusi. Tindak lanjut yang dilakukan

olen Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional

12 Amir Ma’ruf, 2009, Model Pendidikan Inklusi di MAN Maguwoharjo Depok Sleman
Yogyakarta. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
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Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mengeluarkan
surat dinas tertanggal 20 Januari 2003, dengan Nomor 380/C.C6/MN/2003.
Surat Dinas tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia agar mengupayakan berbagai
model penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan yang
mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama-sama dengan anak
sebayanya di sekolah umum.**®

Pada tahun 2004 di Indonesia di selenggarakan Konvensi Nasional
dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia
menuju pendidikan inklusi. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan
hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di
Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya
antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan
inklusi sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar
memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.
Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus selalu mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan tuntutan mereka untuk
mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya.
Pendidikan inklusi dianggap sebagai layanan pendidikan yang paling

sesuai untuk mengembangkan potensi mereka pada saat ini.***

113 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan
Inklusi, 16.

14 Mamah Siti Romlah, 2010, Pendidikan Agama Islam dalam Setting Pendidikan
Inklusi, Tesis. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



104

5. Tujuan Pendidikan Inklusi
Tujuan utama diadakannya program pendidikan inklusi ini yakni
untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus

(ABK) dan memberi kesempatan pada mereka untuk bersosialisasi.

Berdasarkan tujuan diatas, harapan untuk bisa mengoptimalkan potensi

ABK tentunya menjadi harapan banyak orang khususnya bagi orang tua

yang memiliki ABK ini. Sekolah inklusi memfasilitasi harapan maupun

impian anak-anak ABK ke depannya.
Sedangkan dalam pembelajaran, pedidikan inklusi diselenggarakan
dengan tujuan :

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak
(termasuk Anak Berkebutuhan Khusus) mendapatkan pendidikan yang
layak sesuai dengan kebutuhannya.

b. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.

c. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah
dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.

d. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman,
tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.**®

Adapun beberapa karakteristik pendidikan inklusi yang dapat

dijadikan sebagai dasar layanan pendidikan bagi ABK, antara lain:**°

5 Direktorat Pendidikan Nasional, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif, h. 10

18 Sue Stubbs, Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber, Susi Septaviana R
(Penerj.), (Bandung: UPI Press, 2002), h. 52.
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a. Pendidikan inklusi berusaha menempatkan anak dalam keterbatasan
lingkungan seminimal mungkin, sehingga ia mampu berinteraksi
langsung dengan lingkungan sebayanya atau bahkan masyarakat di
sekitarnya.

b. Pendidikan inklusi memandang anak bukan karena kecacatannya,
tetapi menganggap mereka sebagai anak yang memiliki kebutuhan
khusus (children with berkebutuhan khususs) untuk memperoleh
perlakuan yang optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh
anak.

c. Pendidikan inklusi lebih mementingkan pembauran bersama-sama
anak lain seusianya dalam sekolah reguler.

d. Pendidikan inklusi menuntut pembelajaran secara individual,
walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara Kklasikal. Proses
belajar lebih bersifat kebersamaan daripada persaingan.**’

e. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara
merespon keragaman individu.

f. Memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan
anak dalam belajar.

0. Anak yang hadir di sekolah berpartisipasi dan mendapatkan hasil

belajar yang bermakna dalam hidupnya.

Y Futukha, Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) di Kelas Inklusi (Studi Kasus pada Pembelajaran KPK di Kelas V SD Kreatif the
Naff Sidoarjo), h. 27.
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h. Diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal,
eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam

belajar.'*®

6. Manfaat Sekolah Inklusi

Sutikno mengatakan melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan
dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan
potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa didalam
masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat
dipisahkan sebagai suatu komunitas. Penyelenggaraan pendidikan inklusi
diindonesia sampai saat ini memang masih mengandung kontroversi.
Namun praktek sekolah inklusi memiliki berbagai manfaat. Misalnya
adanya sikap positif bagi siswa berkebutuhan khusus yang berkembang
dari komunikasi dan interaksi dari pertemanan dan kerja sebaya. Siswa
belajar untuk sensitif, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa
nyaman dengan perbedaan individual. Selain itu anak berkebutuhan
khusus belajar ketrampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal
dimasyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. Dan
dengan sekolah inklusi, anak terhindar dari dampak negatif dari sekolah
segregasi, antara lain kecenderungan pendidikannya yang kurang berguna

untuk kehidupan nyata, lebel “CACAT” yang memberi stigma pada anak

18 Muhammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif (Konsep Dan Aplikasi), (Jogjakarta :Ar-
Ruzz Media, 2013), h. 46.
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dari sekolah segregasi membuat anak merasa inferior, sehingga kecil

kemungkinan anak bekerjasama dan menghargai perbedaan.

Lebih lanjut menurut Badriah, manfaat sekolah inklusi bukan
hanya dirasakan oleh anak namun berdampak pula bagi masyarakat.
Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai
sosial berupa kesetaraan. Berdasarkan pengalaman dari sekolah segregasi,
anak berkelainan disorot sebagai ancaman bagi masyarakat, maka dari itu
harus dipisahkan, dan harus dikontrol oleh sekolah, bukan dibantu. Banyak
anak berkelainan yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak
tersedia sekolah khusus yang dekat, sehingga menjadikan pendidikan
inklusi sebagai jawaban kontemporer bagi anak-anak berkelainan atau
berkebutuhan khusus.

Adapun beberapa manfaat dari sekolah inklusi ini menurut
Direktorat pembinaan sekolah luar biasa yaitu :

a. Bagi Anak berkebutuhan khusus, diharapkan untuk dapat bersosialisasi
dengan kelompok sebaya normal lainnya dengan baik, tidak menerima
banyak tekanan dan tidak terisolasi dalam dunianya sendiri.

b. Bagi anak yang normal, sekolah inklusi mengajarkan banyak hal,
antara lain bersikap terbuka terhadap perbedaan, menananmkan rasa
empati, tidak memandang rendah anak berkebutuhan khusus dan

memupuk sikap saling tolong menolong.*

9 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan
Inklusi, h. 1.
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7. Komponen Pendidikan Inklusi

Karena terdapat perbedaan dalam konsep dan model pendidikan,
maka dalam pendidikan inklusif terdapat beberapa komponen pendidikan
yang perlu dikelola dalam sekolah inklusif, yaitu:
a. Manajemen Kesiswaan
b. Manajemen Kurikulum
c. Manajemen Tenaga Kependidikan
d. Manajemen Sarana dan Prasarana
e. Manajemen Keuangan/Dana
f. Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)
g. Manajemen Layanan Khusus?°

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen
pendidikan inklusi yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih.
Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusi yang
lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler.
Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar
mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta
mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendidikan inklusi masih menggunakan kurikulum standar
nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di
lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusi disesuaikan dengan

kemampuan dan karakteristik peserta didik.

20 Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Policy Brief, Sekolah
Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi, No. 9. Th.I1/2008, Departemen Pendidikan
Nasional, h. 6-9.
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Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan dan
kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.*?!

Model kurikulum pendidikan inklusi terdiri dari:

a. Model kurikulum regular
b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi
c. Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PP1)*%

Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan
peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler
sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.

Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang
dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian,
maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada
kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa
terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI.

Model kurikulum PPI vyaitu kurikulum yang dipersiapkan guru
program PPl yang dikembangkan bersama tim pengembang yang

melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua,

dan tenaga ahli lain yang terkait.

121 peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009
Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 7.

22 Direktorat Pendidikan Nasional, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif, h. 19.
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Kurikulum PPl atau dalam bahasa Inggris Individualized
Education Program (IEP) merupakan karakteristik paling kentara dari
pendidikan inklusi. Konsep pendidikan inklusi yang berprinsip adanya
persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang
tanggap terhadap perbedaan individu. Maka PPI atau IEP menjadi hal
yang perlu mendapat penekanan lebih.

Thomas M. Stephens menyatakan bahwa IEP merupakan
pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan
layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan
serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan.

Lebih lanjut, tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur
penting dalam pendidikan inklusi. Tenaga kependidikan dalam pendidikan
inklusi mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga
kependidikan pada pendidikan non-inklusi. Perbedaan yang terdapat pada
individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga
kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas
seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti,
mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis
dalam bidang pendidikan.

Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata
pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan
antara lain meliputi: (1) Inventarisasi pegawai, (2) Pengusulan formasi

pegawai, (3) Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan
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berkala, dan mutasi, (4) Mengatur usaha kesejahteraan, (5) Mengatur
pembagian tugas. '

Manajemen sarana-prasarana sekolah bertugas merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan, mengkordinasikan, mengawasi, dan
mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat
memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar.

Pendanaan pendidikan inklusi memerlukan manajemen keuangan
atau pendanaanyang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif
dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian,
namun tidak serta merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan
begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan
manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai
kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan mengatasi
berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan.

Pembiayaan pendidikan inklusif untuk wilayah DKI Jakarta
contohnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada pos anggaran Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti dan Kanwil Depag dan
sumber lain yang sah. Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan inklusi untuk lembaga pendidikan swasta dibebankan pada

anggaran yayasan/lembaga pendidikan swasta yang bersangkutan.**

122 Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Policy Brief. Sekolah
Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi, No. 9. Th.11/2008, Departemen Pendidikan
Nasional, h. 8.

124 peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Pasal 16 dan Pasal 17. Pendanaan Penyelenggaraan
pendidikan Inklusif tidak ditangani oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan
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Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu
dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan
identifikasi input siswa, (2) Modifikasi kurikulum, (3) Insentif bagi tenaga
kependidikan yang terlibat, (4) Pengadaan sarana-prasarana, (5)
Pemberdayaan peran serta masyarakat, (6) Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar.®

Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah. Stakeholder pendidikan lain seperti masyarakat
hendaknya selalu dilibatkan dalam rangka memajukan pendidikan.
Apalagi dalam semangat otonomi daerah dimana pendidikan juga
merupakan salah satu bidang yang didesentralisasikan, maka keterlibatan
masyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam rangka menarik simpati
masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu
dilakukan berbagai hal, antara lain dengan memberitahu masyarakat
mengenai  program-program  sekolah, baik program vyang telah
dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan
sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang

bersangkutan.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta
Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Tidak
ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat terlibat dalam pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan inklusif.

1% Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Policy Brief, Sekolah
Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi, h. 8.
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Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu mengelola dengan
baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina
hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah.

Dalam pendidikan inklusi terdapat komponen manajemen layanan
khusus. Manajemen layanan khusus ini mencakup manajemen kesiswaan,
kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan dan
lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya, terutama yang
memahami ke-PLB-an, untuk melaksanakan manajemen layanan khusus

ini.126

8. Model Sekolah Inklusi**’

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan
terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan
khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan
melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari
kurikulum, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem
pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

Keuntungan dari pendidikan inklusi adalah bahwa anak
berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara
wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan
kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya

masing-masing.

126 .
Ibid, h. 9.
127 K amal Fuadi, Pendidikan Inklusif, dalam https:/fuadinotkamal.wordpress.com/2011/
04/12/pendidikan-inklusif/, diakses 30 September 2015 pukul 20.30.
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Pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus
menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan
peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Pandangan
mengenai pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi peserta
didik ini sangat terkait dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri
peserta didik. Pandangan lama yang menyatakan bahwa peserta didiklah
yang harus menyesuaikan dengan pendidikan dan proses pembelajaran di
kelas lambat laun harus berubah.'?®

Istilah inklusi berimplikasi pada adanya kebutuhan yang harus
dipenuhi bagi semua anak dalam sekolah. Hal ini menyebabkan adanya
penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru dalam proses

pembelajaran, '*°

Penyesuaian  pendidikan  (adaptive education)
dilaksanakan dengan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar guna
membantu masing-masing peserta didik dalam meraih tujuan-tujuan
pendidikan yang dikehendakinya. Penyesuaian pendidikan dapat
berlangsung tatkala lingkungan pembelajaran sekolah dimodifikasi untuk
merespon perbedaan-perbedaan peserta didik secara efektif dan
mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat bertahan dalam

lingkungan tersebut.**°

128 Henry Clay Lindgren, Educational Psychology in the Classroom, (Tokyo: Charles E.
Tuttle Company, 1967), cet. ke-III, h. 503-504.

129 Gavin Reid, Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching
and Learning, h. 85.

130 George S. Morrison, Early Childhood Education Today, (New Jersey: Pearson
Education Inc., 2009), h. 462.
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Dengan melihat adanya penyesuaian terhadap kebutuhan peserta
didik yang berbeda-beda, maka dalam setting pendidikan inklusi model
pendidikan yang dilaksanakan memiliki model yang berbeda dengan
model pendidikan yang lazim dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler.

Pendidikan inklusi pada dasarnya memiliki dua model. Pertama
yaitu model inklusi penuh (full inclusion). Model ini menyertakan peserta
didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual
dalam kelas reguler. Kedua yaitu model inklusif parsial (partial inclusion).
Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus
dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan
sebagian lagi dalam kelas-kelas pull out dengan bantuan guru pendamping
khusus. **

Model lain misalnya dikemukakan oleh Brent Hardin dan Marie
Hardin. Brent dan Maria mengemukakan:

“Model pendidikan inklusi yang mereka sebut inklusi terbalik

(reverse inclusive). Dalam model ini, peserta didik normal dimasukkan ke
dalam kelas yang berisi peserta didik berkebutuhan khusus.*** Model ini

3! Ibid, h. 462. Ada yang menyatakan bahwa dalam inklusi tidak terdapat adanya model.

Yang perlu ditekankan dalam inklusi adalah filosofi dan semangat yang dimiliki. Dengan
demikian, penerapan pendidikan inklusif di masing-masing negara akan berbeda-beda. Lihat
misalnya dalam milis (mailing list) Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementrian Pendidikan
Nasional. Dalam milis ini Julia Maria van Tiel mengemukakan beberapa contoh pelaksanaan
pendidikan inklusif di beberapa negara. Untuk lebih jelas lihat Julia Maria Van Tiel, “Pembenahan
Pendidikan Inklusif”, dari http://groups.yahoo.com/group/ditplb/message/130, 18 April 2010, lihat
juga Barton, Len dan Felicity Armstrong, Policy, Experience, and Change; Cross Cultural
Reflection on Inclusive Education, Dordrecht: Springer, 2007. Istilah full inclusion merupakan
istilah yang jarang digunakan. Para ahli lebih banyak menggunakan istilah inclusion saja. Di
samping itu istilah full inclusion juga lebih berkonotasi negatif dan bagi sebagian orang sulit
disepakati. Orang lebih banyak menggunakan istilah optimal inclusion. Pengertian ini
dimaksudkan untuk mendorong pendidik agar berusaha menemukan jenis dan tingkat inklusi yang
memuaskan tiap individu. Lihat J. David Smith, Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua, h. 46.

32 Brent Hardin dan Maria Hardin, Into the Mainstream: Practical Strategies for
Teaching in Inclusive Environments, dalam Kathleen M. Cauley (ed.), Educational Psychology,
(New York: McGraw-Hill/Dushkin, 2004), h. 46-48.
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berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan peserta
didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta didik
normal.

Model inklusi terbalik agaknya menjadi model yang kurang lazim
dilaksanakan. Model ini mengandaikan peserta didik berkebutuhan khusus
sebagai peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak dari peserta didik
normal. Dengan pengandaian demikian seolah sekolah untuk anak
berkebutuhan khusus secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk
peserta didik normal, atau bisa juga tidak. Model pendidikan inklusi
seperti apapun tampaknya tidak menjadi persoalan berarti sepanjang
mengacu kepada konsep dasar pendidikan inklusi.

Model pendidikan inklusi yang diselenggarakan pemerintah
Indonesia yaitu model pendidikan inklusi moderat.*** Pendidikan inklusi
moderat yang dimaksud yaitu:

a. Pendidikan inklusi yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh
b. Model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming

Model pendidikan mainstreaming merupakan model yang

memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah

Luar Biasa) dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus

digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja.**

3 Direktorat Pendidikan Nasional, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif, h. 8-9.

134 Jane B. Schulz, Mainstreaming Exceptional Students; A Guide for Classroom
Teachers, (Boston: Allyn and Bacon, 1991), 20-21. Lihat juga Ensiklopedi Online Wikipedia

“Mainstreaming” dari http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstreaming_%?28education%29, 7 Juni
2010.
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Filosofinya tetap pendidikan inklusi, tetapi dalam praktiknya anak
berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus dapat
berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti:**®
a. Bentuk kelas reguler penuh

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang
hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama
b. Bentuk kelas reguler dengan cluster
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas
reguler dalam kelompok khusus
c. Bentuk kelas reguler dengan pull out
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas
reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke
ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus
d. Bentuk kelas reguler dengan cluster dan pull out
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas
reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu
ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama

dengan guru pembimbing khusus

e. Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

35 Futukha, Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) di Kelas Inklusi (Studi Kasus pada Pembelajaran KPK di Kelas V SD Kreatif the
Naff Sidoarjo), h. 29-31.
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Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler,
namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain
(normal) di kelas regular

f. Bentuk kelas khusus penuh di sekolah regular
Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah
reguler'®®

Dengan demikian, pendidikan inklusi seperti pada model di atas
tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap
saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal ini dikarenakan
sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi
dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak
berkelainan yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak
waktunya berada di kelas khusus daripada sekolah reguler (inklusi lokasi).
Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak
memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke

sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus lainnya (rumah sakit).

C. Tinjauan tentang Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah™*’
Dalam implementasinya pendidikan karakter tidak dapat dilakukan
secara instan, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menggunakan
strategi yang sesuai dengan kondisi. Strategi implementasi pendidikan

karakter di satuan pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program

136 Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta:
Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 100.

Y7 Mansur HR, Implementasi Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Artikel LPMP
Sulawesi Selatan Desember 2014, LPMP Sulawesi Selatan, h. 7-11.
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manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam
pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh satuan pendidikan.
Menurut Kemendiknas, strategi implementasi pendidikan karakter di satuan
pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut;**®

Pertama, integrasi dalam mata pelajaran. Setiap mata pelajaran
terdapat muatan nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan, dieksplisitkan,
dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,
pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi
menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta
didik sehari-hari di masyarakat. Misalnya pembelajaran tentang Penulisan
Karya Tulis limiah (KTI) dalam bahasa Indonesia terdapat muatan nilai-nilai
rasa ingin tahu, Kritis, tanggung jawab, kejujuran yang perlu dikembangkan.
Oleh karena itu dalam penulisan karya tulis ilmiah pendidik perlu
mengingatkan kepada peserta didiknya bahwa dalam menulis itu kita tidak
boleh meniru karya atau tulisan orang lain. Kalau harus meniru tulisan orang
lain maka harus dituliskan sumbernya. Dengan demikian peserta didik akan
terbiasa untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Melalui mata
pelajaran IPS peserta didik dapat diarahkan untuk menjadi warga negara
Indonesia yang yang cinta tanah air, demokratis dan bertanggung jawab serta
warga dunia yang cinta damai. Misalnya pada Kompetensi Dasar
“Mendeskripsikan  peristiwa-peristiwa  sekitar Proklamasi dan proses

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia” mengandung nilai

138 K emendiknas, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, h. 14-15.
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karakter peduli lingkungan, peduli sosial dan cinta tanah air. Demikian pula
Kompetensi Dasar “Mengidentifikasi kegunaan energi listrik, konversi energy
listrik, transmisi energy listrik, dan berpartisipasi dalam penghematannya
dalam kehidupan sehari-hari” pada mata pelajaran IPA mengandung nilai
karakter rasa ingin tahu, kerja keras, kreatif dan hemat. Sedangkan
Kompetensi Dasar “Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi
kuadrat” pada mata pelajaran Matematika mengandung nilai karakter rasa
ingin tahu, teliti, mandiri dan kreatif.

Oleh karena itu segenap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh
pendidik seharusnya tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan peserta didik tetapi juga dapat membentuk sikap atau
karakternya sebagaimana nilai-nilai karakter yang melekat pada mata
pelajaran tersebut.

Kedua, integrasi dalam muatan lokal. Menurut Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014, muatan
lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang
berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal
yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap
keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Muatan local diajarkan
dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang diperlukan untuk (a) mengenal dan mencintai lingkungan
alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, dan (b) melestarikan dan

mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan
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lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Nilai-nilai
karakter yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran muatan lokal antara
lain; peduli lingkungan, peduli sosial, cinta tanah air, rasa ingin tahu, kerja
keras, kreatif, serta mandiri.

Ketiga, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar.
Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melaui
kegiatan pengembangan diri, yang meliputi: (a) Pengkondisian, yaitu
penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter,
misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tersedianya tempat
sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di
sekolah dan di dalam kelas; (b) Kegiatan rutin, adalah kegiatan yang
dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat,
misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, pemeriksaan
kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas,
berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam
apabila bertemu guru, tenaga pendidik dan teman; (c) Kegiatan Spontanitas,
merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu
juga, misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena
musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana; (d)
Keteladanan, merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan
peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik
sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain, misalnya nilai

disiplin (kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik), kebersihan,
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kerapihan, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, kerja keras dan percaya
diri.

Keempat, Kkegiatan pembelajaran. Salah satu upaya untuk
mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran adalah
dengan merancang dan menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran
aktif atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Beberapa
pendekatan dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk
mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran antara lain;
pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, pembelajaran discovery,
pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek dan strategi
pembelajaran lainnya yang berbasis aktivitas.

Dalam kurikulum 2013 yang sarat dengan muatan karakter, kegiatan
pembelajaran dirancang dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan
saintifik (pendekatan keilmuan). Penerapan pendekatan saintifik meliputi lima
pengalaman belajar yakni; mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan, disingkat 5M
(permendikbud nomor 103 tahun 2014). Pendekatan tersebut digunakan untuk
menciptakan pembelajaran berbasis aktivitas, dalam hal ini peserta didik yang
aktif melakukan pengamatan fakta, mengajukan pertanyaan dari apa yang
diamati, mengumpulkan informasi, menalar berdasarkan informasi yang
dikumpulkan, kemudian mengkomunikasikan temuan/hasil pembelajarannya.

Dengan demikian penerapan pendekatan saintifik dalam kegiatan
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pembelajaran  selain  mengembangkan pengetahuan dan mengasah
keterampilan juga dapat membentuk karakter peserta didik.

Nilai-nilai karakter yang dapat diintegrasikan dan dikembangkan
dalam kegiatan pembelajaran melalui penerapan pendekatan saintifik adalah
sebagai berikut;

Tabel 3.1
Nilai Karakter yang dikembangkan dalam Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran Nilai karakter yang

dikembangkan

Mengamati, meliputi  kegiatan | Kesungguhan, ketelitian,
membaca, mendengar, menyimak, | mencari informasi

melihat (tanpa atau dengan alat)

Menanya, meliputi kegiatan | Kreativitas, rasa ingin tahu,
mengajukan  pertanyaan tentang | kritis yang perlu untuk hidup
informasi yang tidak dipahami dari | cerdas dan belajar sepanjang
apa yang diamati atau pertanyaan | hayat

untuk  mendapatkan  informasi
tambahan tentang apa yang diamati
(dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat

hipotetik)




Mengumpulkan informasi, meliputi

kegiatan melakukan eksperimen,
membaca sumber lain selain buku
teks, mengamati objek/ kejadian/
aktivitas, wawancara dengan nara

sumber

Teliti, jujur, sopan, menghargai
pendapat orang lain, kemampuan
berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan
informasi melalui berbagai cara
yang dipelajari, mengembangkan

kebiasaan belajar dan belajar

sepanjang hayat.

Mengasosiasi/menalar, meliputi | Jujur, teliti, disiplin, taat aturan,
kegiatan pengolahan informasi yang | kerja keras, kemampuan
dikumpulkan dari yang bersifat | menerapkan  prosedur  dan
menambah keluasan dan kedalaman | kemampuan berpikir induktif
sampai kepada pengolahan | serta deduktif dalam
informasi  yang bersifat mencari | menyimpulkan

solusi dari berbagai sumber yang

memiliki pendapat yang berbeda

sampai kepada yang bertentangan

Mengkomunikasikan, meliputi | Jujur, teliti, toleransi,
kegiatan =~ menyampaikan  hasil | kemampuan berpikir sistematis,
pengamatan, kesimpulan | mengungkapkan pendapat

berdasarkan hasil analisis secara

lisan, tertulis, atau media lainnya

dengan singkat dan jelas, dan
mengembangkan  kemampuan

berbahasa yang baik dan benar.
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Kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler yang
selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang
potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik
peserta didik. Menurut Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014, kegiatan
ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta
didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler,
di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan
ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan
potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, kemandirian
serta nilai-nilai karakter peserta didik secara optimal dalam rangka
mendukung  pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan
ekstrakurikuler sebagaimana diuraikan dalam Permendikbud Nomor 62
Tahun 2014 terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan
ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan
ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan wajib
diikuti oleh seluruh peserta didik yaitu pendidikan kepramukaan.
Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan
ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan
pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik.

Bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa: (a) Krida, misalnya
kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah
Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar

Bendera (Paskibra), dan lainnya; (b) Karya ilmiah, misalnya Kegiatan
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limiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan
akademik, penelitian, dan lainnya; (c) Latihan olah-bakat latihan olah-
minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta
alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa,
dan lainnya; (d) Keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah
keagamaan, baca tulis alquran, retreat; (e) Bentuk kegiatan lainnya.

Satuan pendidikan  wajib menyusun program  kegiatan
ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah
(RKS). Program kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan
dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya
bersama yang tersedia pada gugus/klaster sekolah. Penggunaannya
difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
sesuai  dengan kewenangan masingmasing. Program  kegiatan
ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali

pada setiap awal tahun pelajaran.



